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RBNCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAI+
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

BUPATI  LAMANDAU,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Diktum  Ketiga  lnstruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa  Jabatan  Kepala  Daerah  Berakhir  pada  Tahun  2023  dan
Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2024-2026;

1.   Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  hamandau,  Kabupaten  Gunung  Mas,
Kabupaten    Pulang   Picau,    Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 80) ;

2.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Ftepublik  Indonesia
Nomor 4286) ;

3.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanann    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambalan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

4.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   RencaLna
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (llembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  20]4
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagainana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan    Peraturan    Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Keria  (Ilembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2022   Nomor   238,   Tambahan
Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;



6.   Undang-Undang  Nomor   I   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(I.embaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67S7) ;

7.   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-undang   Nomor   2
Tahun  2022  tentang Cipta  Keria  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2022   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelak8anaan
Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Ifmbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  6178)   sebagalmana  telah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun  2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   187,   Talnbahan   ljembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2018  tentang Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor 2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6178);

11.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamhahan I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13.Peraturan    Presiden    Nomor     Ill     Tahun     2022     tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) ;

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     dan     Bvaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan   Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasiflkasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan  Daerah  (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan    Standar    Pelayanan    Maksimal    (Berita    Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2021  Nomor 1419);



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Fhovinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembang`man Jangka Panjang Daerah
Ptovinsi   Kalimantan   Tengah   Tahun   2005-2025   (Lembaran
Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2010  Nomor  4,
Tambahan   I+embaran   Daerah   Provinsi   Kalimantan  Tengah
Nomor 34);

18. Peraturan Daerah Fhovinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun
2021    tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah    Provinsi    Kalimantan    Tengah    Tahun    2021-2026
(Lembaran  Daerah  Ptovinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2021
Nomor  6,  Tambahan  I.embaran  Daerah  I+ovinsi  Kalimantan
Tengch Nomor 102);

19. Peraturan Daerah Kabupaten lamandau Nomor I Tahun 2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten  Lamandau  Tahun  2005-2025  (I.embaran  Daerah
Kabupaten Lanandau Tahun 2009 Nomor 36) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten hamandau Nomor 9 Tahun 2014
tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  hamandau
Tahun  2013-2033  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lanandau
Tahun 2014 Nomor 129);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lanandau Nomor 11 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten      Lanandau      (I.embaran      Daerah      Kabupaten
Lamandau  Tahun   2016   Nomor   145,  Tambahan   lfmbaran
Daerah  Kabupaten  Lamandau  Nomor  192)  sebagaimana te]ah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten I.amandau Nomor
7  Tahun  2021   tentang  Perubahan  atas  Peraturan   Daerah
Kabupaten    hamandau    Nomor    11    Tahun    2016    tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Peran8kat   Daerah   Kabupaten
lamandau  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lanandau  Tahun
2016  Nomor  204,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Lamandau Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

PERATU RAN       B UPATI       TBNTANG       REN CANA       STRATEG I S
PERANGKAT  DAERAH  KABUPATEN   LAMANDAU  TAHUN   2024-
2026.

BABI
KRTENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakeud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Lanandau.
2.   Bupati adalah Bupati hamandau,
3.   Pemerintah      Daerah      adalah      Bupati      sebagai      ungur

penyelenggara     Pemerintahan     Daerah    yang    memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menj adi kewenangan
daerah otonom.

4.   Perangkat   Daerah  yang  selanjutnya  disingkat   PD   adalah
pembantu   Bupati  dan   Dewan  Perwakilan   Rakyat   Daerah



dalam  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5.   Rencana   Strategis   Perangkat    Daerah    yang   selanjutnya
disingkat    Renstra    PD    adalah    dokumen    perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

6.   Rencana Keria Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun,

7.   Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja  PD  adalah  dokumen  perencanaan  Perangkat  Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8.   Badan  PerencanaLan  Pembangunan  Daerah,   Penelitian  dan
Pengembangan   yang   selanjutnya   di§ebut   Bappedalitbang
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten hamandau.

BAB  11
RUANG LINGKUP

Pacal 2

Renstra PD merupakan:
a.   penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran dan program

yang telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten I.amandau tahun 2024-2026; dan

b.   dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 3
(tiga)     tahun    yang    memberikan     arah     dan     pedoman
pelaksanaan pembangunan hagi PD,

BAB  Ill
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)  Renstra   PD   dimaksudkan   sebagal   acuan   dan   pedoman
penyusunan  Renja PD tahun  2024,  tahun  2025,  dan tahun
2026.

(2)  Penyusunan   Renstra   PD   bertujuan   untuk   mewujudkan
perencanaan   pembangunan    dalam    rangka   pelaksanaan
urusan wajib dan/atau  urusan pemerintahan pilihan sesual
dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman
pada rencana pembangunan daerah dan bersifat indikatif.

BAB IV
SISTEMATIKA,  ISI  DAN URAIAN

Pasal 4

(1)  Renstra  PD  Tahun  2024-2026  disusun  dengan  sistematika
sebagal berikut:
a.    BAB I        : Pendahuluan;
b.   BAB II      : Gambaran Pelayanan peran8kat Daerah;
c.    BAB Ill     : Pemiasalahan   dan   lsu   Strategis   Perangkat

Daerch;



d.   BAB IV     :Tujuan dan sasaran;
e.    BAB V      : Strategidan Arab Kebijakan;
f.     BAB VI     : Rencana  Program,  Kegiatan dan  Sub Kegiatan

Serta Pendanaan ;
9.    BAB VII   : Kinep'a penyelenggaraan Bidang urusan;
h.    BAB VIII  :  Penutup.

(2)  lei dan uralan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tercantum dalam Lanpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pa8al 5

Renstra   PD   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   3   ayat   (1)
mdiputi  PD di lingkup Pemerintah Kabupaten hamandau sebagal
berikut:
a.      Dinas pendidikan dan Kebudayaan;
b.     Rumah saldt umum Daerah;
c.      Dinas Kesehatan;
d.     Dinas  Pekeriaan  Umum  dan  Penataan  Ruang,  Perumahan

dan Kawasan Permukiman, dan Pertanchan;
e.      Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebckaran;
f.       Badan penanggulangan Bencana Daerah;
9.      Dinas sosial;
h.     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i.       Dinas    Pemberdayaan    Perempuan,    Perlindungan    Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j.      Dinas Ketahanan pangan;
k.      Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
I.       Dinas Kependudukan dan pencatatan sipi];
m`    Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.     Dinas perhubungan;
o.      Dina8     Komunikasi     dan     lnformatika,     Statistik     dan

Persrmdian;
p.      Dina8  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Perindustrian

dan Perdagangan;
q.      Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu;
r.      Dinas pemuda dan olahraga;
s.      Dinas perpustahaan dan Arsip;
t.       Dinas pariwisata;
u.     Dinas pertanian dan perikanan;
v.      Sekretariat Daerah;
w.     Sekretariat Dcwan perwaldlan Rakyat Daerah;
x.     Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Penelitian  dan

Pengembangan;
y.      Badan pcngelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah;
z.      Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya

Manusia;
aa.   Inspektorat;
bb.   Kecamatan Bulik Timur;
cc.    Kecamatan Bulik;
dd.   Kecamatan lfamandau;



ee.    Kecamatan Delang;
ff.     Kecamatan sematu Jaya;
gg.    Kecamatan Menthobi Raya;
hh.   Kecamatan Befantikan Raya;
ii.      Kecamatan Batang Kawa;
jj.     Badan Kesatuan Bangca dan politik.

BABV
PBNGENDALIAN DAN  EVALUASI

Pasal 6

(1)  Kepala  PD  melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  terhadap
pelaksanaan Renstra PD masing-masing.

(2)  Kepala  PD  menyampaikan  laporan  hasil  pengendalian  dan
evaluasi    Renstra    PD    kepada    Bupati    melalui     Kepala
Bappedalitbang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar       setiap       orang        mengetahuinya ,        memerintahkan
pengundangan   Peraturan   Bupati   ini   dengan   penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lanandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal       Maret 2023

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal        Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATBN LAMANDAU,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023  NOMOR



KATA PENGANTAR

Rencana  StrateSs   (Renstra)   Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Lamandau    Tahun    2024-2026    merupakan    rencana    jangka
menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana
Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan

program    yang    menjadi    urusan    perangkat    daerah    dengan
berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan  Daerah  KABUPATEN
IAMANDAU Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.  Penyusunan
Rencana  Strategis  ini  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata  Cara
Evaluasi    Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang    Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau Tahun 2024-
2026   merupakan   dokumen   perencanaan   dan   dokumen   yang
digunakan  sebagai  dasar  penilaian  sistem  akuntabilitas  kinelja
instansi pemerintah Kabupaten Lanandau. Renstra akan memuat
tujuan,   sasaran,   program,   dan  kegiatan  pembangunan  dalam
rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Lanandau.  Penyusunan dokumen Renstra
dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten
hamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamandau     Tahun     2024-2026     dilakukan     sebagal     bentuk

penyesuaian   rencana   pembangunan   daerah   dengan   terbitnya
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889  Tahun  2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi,       Koderikasi       dan       Nomenklatur       Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 0leh karenanya diperlukan

penyesuaian   substansi   Renstra   Dinas   Kesehatan   Kabupaten
hoandau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah   membantu   penyusunan   Rencana   Strategis   ini.   Semoga
dokumen    Rencana    Strategis    ini    dapat    menjadi    instrumen

pengendalian
dan evaluasi kineria pelayanan  dan mengupayakari terwujudnya
layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU
Npriga Bulik, 03 Januari 2023

r\         `     /

Kepala Dinas Kesehatan

Pembina Tk. I /IV.b
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BJne I

pBNDAErmuAV

1.1   Latar Belahang
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  Pasal  272-273,  Rencana  Strategis  yang
selanjutnya disingkat dengan Ren§tra memuat tujuan,  sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/atau  Uru§an  Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas den fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra  Dinas   Kesehatan   Kabupaten  Lanandau  Tahun
2024-2026  merupakan  dokumen  perencanaan  bersifat  teknis
operasional yang menjabarkan RPD Ka.bupaten Lanandau Tahun
2024-2026.    Rencana    Strategis    peenstra)    Dinas    Kesehatan
Kabupaten Lanandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten
Lanandau   berfungsi   untuk   menjabarkan   Arab   kebijakan,

program       Pemerintah        Kabupaten        Lamanda.u       dalam
penyelenggaracn pembangunan daerah.

Renstra    Dinas    Kesehatan    menjadi    pedoman    dalam

penyusunan  Rencana  Kelja  (Renja)  Perangkat  Daerah  setiap
tahunnya   selama  kunm   waktu   tiga  tahun.   Renstra   Dinas
Kesehatan  juga   menjadi   acuan   dalam   mengendalikan   dan
mengevaluasi pembangunan pada linghagan Dinas Kesehatan.
Selain  itu,  Renstra  berperan  sangat  penting  dalam  menuntun
Perangkat  Daerah  untuk  berkonstribusi  mewujudkan  cita-cita
dan tujuan pemerintah daerah sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber
daya   yang   dimilihi   oleh   daerah.   Renstra   Dinas   Kesehatan
berkontribusi     dalam    mewujudkan     tujuan    pembangunan



Kabupaten Lanandau berkaitan dengan urusan wajib pelayanan
dasar.

Dalam   menyusun    Renstra   Dinas    Kesehatan   terdapat
beberapa  proses  yang  harus  ditempuh  yaitu  dari  persiapan

penyusunan Renstra Peran8kat Daerah, penyusunan rancangan
Renstra   Perangkat   Daerah,   penyusunan   Rancangan   Althir
Renstra Perangka.t Daerah, hingga penetapan Renstra Peranghat
Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan
berbagai  dokumen  perencanaan,  antara lain  RPD.  Keterkaitan
antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota,  dan dengan Renja Perangkat
Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Peranghat Daerah
mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan  Daerah  tentang  Perangkat  Daerah  Kota,  Peraturan
tentang    Tugas    dan    Fungsi    Peran8hat    Daerah,    Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Lananda.u Tahun 2024-2026
dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jan8ka Panjang
Daerah     Kabupaten     Lanandau     Tahun     2005-2025     dan
memperhatikan    Renstra    Kementerian/Lembaga,     Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2024,    RKP   Tchun   2024,    RPJMD    Provinsi    atau   Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD I+ovinsi Tahun 2024.

Rencana  Strategis  peenstra)  Organisasi  Perangkat  Daerah

(OPD)   yang   disusun   pada   periode   Tahun   2024-2026   ini
merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3
tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan
OPD dan memuat serangkaian rencana, tindahan dan kegiatan
seluruh  komponen  organisasi  untuk  diimplementasikan  dalam
rangha  pencapaian  visi  dan  lnisi  Kepala  Daerah.  Renstra  OPD
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disusun   untuk   menjawab   tiga   pertanyaan   mendasar   yaitu
kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak
dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai
tujuan  tersebut  dan  langkah-1angkah  strategis  apa yang yang

perlu dflakuhan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian,
rencana strategi§ merupakan alat bantu yang menjadi pedoman
dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawal Dinas Keseha.tan
dalam  proses  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang
didalamnya  memuat  tujuan,  sasaran,  strategi,  dan  kebijakan
Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan

yang dihadapal dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi
penting   karena   dalam   nasa   lima   tahun    tersebut,    OPD
berkewajiban   untuk   mempertanggung   jawabhan   kinerjanya
sesual dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra   Dinas   Kesehatan   Tahun   2024-2026   dilakulfan
sebagal bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang
Nomor  10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang  Nomor   1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2014
tentang   Pemilihan   Gubernur,   dan   Bupati   Menjadi   Undang-
Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanalfan pemilu
kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

1.2  Dasar Hulnim Penyu8unan
Penyusunan Rencana Strateds (Renstra) Perangkat Daerah

Kabupaten   Lanandau   Tahun   2024-2026   didasarkan   pada
ketentLran peraturan perundangan sebagai berikut:
1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten    Katingan,    Kabupaten    Seruyan,    Kabupaten
Sukamara, Kabupaten hamandau, Kabupaten Gunung Mas,
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Kabupaten    Pulang    Hsau,    Kabupaten    Munmg    Raya,
Kabupaten  Barito  'Iinur  Di  Provinsi   Kalinantan  Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4180);

2.   Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Ne8ara;

3.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan  LJan8ha  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan I,embaran Nomor 4720) ;

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  sebagainana  telah  diubah  beberapa  kali  teralchir
dengan   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang
Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    18   Tahun   2016   tentang
Perangkat    Daerah    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peratuaran   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Peran8kat Daerah ;

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Pembinaari dan Pengawasan;

9.   Peraturan Pemerinfah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;
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10.Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dart Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Pera.turan   Pemerintah   Nomor   21    Tahun   2021    tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

13.Peraturan    Presiden    Nomor    59    Tahun    2017    tentang
Pelaksanaan         Pencapaian         Tujuan         Pembangunan
Berkelanjutan;

14. Peraturan Presiden Nomor  18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan LJan8ka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15.Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi
Pembangugnan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    dan    Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kelja
Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun  2018  tentang  Pembuatan  dan  Pelaksanaan  Kajian
Lin8kungan  Hidup   Strategis  dalam  Penyusunan  Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459) ;

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  98  Tahun  2018
tentang Sistem lnfomiasi Pembangunan Daerah;

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   100  Tahun  2018

tetang Standar Pelayarian Minimal;



19. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   70   Tahun   2019

tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019

tentang K]asifikasi, Kodefikasi dan Nomenldatur Perencanaari
Pembangunan       den       Keuangan       Daerah ,        beserta
Pemutakhirannya melalui  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor   050-5889   Tahun   2021   tentang   Hasfl   Verifikasi,
Validasi     dan     lnventarisasi     Pemutakhiran     Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenldatur Perencanaari Pembangunan den
Keuangan Daerah.

21. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18   Tahun   2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13     Tahun     2019     tentang     laporan     dan     Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

22. Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri  Nomor   77  Tahun  2020

tentang Pedomari Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang

Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
bad Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berhahir

pada Tchun 2022
24. Peraturan  Daerah  FTovinsi  Kalinantan  Tengah  Nomor  04

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Fhovinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2005   -  2025

(Lembaran Daerah I+ovinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010
Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);

25. Peraturan   Daerah   FTovinsi   Kalimantan  Tengah   Nomor   6
Tahun    2021    tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka
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Menengah   Daerah   (RPJMD)   I+ovinsi   Kalimantan   Tengah
Tahun 2021 -2026

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamandau  Nomor  01  Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Ka.bupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

27. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamandau  Nomor  09  Taliun
2014   tentang   Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   Kabupaten
Lamandau Tahun 2013 -2033;

28.Peraturan     Daerah     Nomor     11     Tahun     2016     tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Lamandau  (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2016 Nomor  145);

29. Peraturan  Bupati Lamandau Nomor  5 Tahun  2023  tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2024-2026;

30. Peraturan  Bupati Lanandau  Nomor  6 Tahun  2023  tentang
Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kabupaten  hamandau
Tabun 2024-2026;

1.3  MalEsud dan T`]juan
Penyusunan    Rencana    Strategis    dimaksudkan    sebagal

arahan     dan     pedoman     bagi     Peranghat     Daerah     untuk
melaksanakan kegiatan  sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.  Untuk  itu  maksud  disusurmya  Renstra  Peranghat
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan acuan  resmi bagi  Perangkat Daerah  Kabupaten

hamandau dalam menyusun Rencana Kelja (Renja) Peranghat
Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam
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menentukan     program     dan     kegiatan     tahunan     dalam
melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  Perangkat  Daerah
Kabupaten;

2. Menyediakan dokunen perencanaan perangkat daerah untuk
hirun walchi  tiga  tahun yang  mencakup  galnbaran  kinelja,

permasalahan,    isu    strategis    tujuan,    sasaran,    strategi,
kebijakan,  program  dan  kectatan  perangkat  daerah  sebagai

penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerch.

3. Menjabarhan  gambaran  tentang  kondisi  Perangkat  Daerah
sesual dengan tugas pokok dan fungsi  sekaligus memahami
arah dan tujuan yang ingin dicapai delam rangka mewujudkan
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lanandau;

4. Memudahkan   seluruh  jajaran  aparatur  Perangkat  Daerah
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegia.tan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan   selumh  jajaran  aparatur  Perangkat  Daerah
untuk  memahami,   menilai   arah   kebijakan,   program   dan
kegiatan   operasional   tahunan   dalam   rentang  waktu   tiga
tchunan;

6. Mengetahui   apa  yang   menjadi   kekuatan   dan   kelemahan
organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya
untuk hamm walrfui satu sampai tiga tahun kedepan.

7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lanandau Tahun 2024-
2026.

Adapun   tujuan  penyusunan   Renstra  Perangkat   Daerah
Kabupaten Lanandau Tahun 2024-2026 antara lain:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah yaltu untuk mendukung tujuan Perangkat



Daerah Kabupaten Lanandau dan mewujudkan cita-cita yang
ingin  dicapai  selama 3  tahun  kedepan  sesual  dengan  tugas

pokok,  fungsi  dan  tanggiing jawab yang diemban  Peran8kat
Daerah Kabupaten Lanandau;

2. Memberikan   arahan   tujuan,   sasaran,   strategi,   kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama loumn waktu lima
tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dart fungsi peran8kat
daerch;

3. Menyediakan  tolok  ukur  kineq.a  pelaksanaan  program  dan
kectatan  peran8kat  daerah  untuk  kunm  waktu  tahun  lima
tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagal dasar
dalam melakuhan pengendalian dan evaluasi kinelja perangkat
daerah.

4. Memberikan pedoman bagi selunih apara.tur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kelja (Renja) peran8kat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam lflmm waktu tiga tahun.

1.4  Sistematlka Penulisan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun  2024-2026  ini  disusun  dengan  sistematika  penulisan
sebagal berikut :
DAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyu§unan dokumen Renstra
Peran8kat Daerah.
I.1   Latar Belakang

1.2   Dasar Hukum penyusunan
1.3   Maksud dan 'I\ijuan
1.4   Sistematika penulisan
BAB II.    AMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAII
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Memuat   penjelasan   urnum   tentang   tugas,   fLmgsi,   dan
strukfur  PD,  sumber  daya  PD  termasuk  SDM  dan  aset,  serta
kinerja  pelayanan  PD  (temiasuk  capaian  SPM  sesuai  dengan
tupoksinya) , dan kelompok sasaran layanan.
BAB     in.     PERMASALAIIAN     DAN     Isu-Isu     sTRATEGls
PERANGKAT DAERAII

Pada bab ini dikemuhakan hasil identifikasi permasalahan
dan isu-isu strategis perangkat daerah.
BAD IV. TUOuAN DAN SASARAN

Pada   bab   ini   dijelaskan   tujuan   dan   sasaran   jangka
menengah   Peran8kat   Daerah   Kabupa.ten   Lanandau   beserta
indikator kineri anya.
BAD V. STRATBGI DAN ARAII REBI.AKAN

Pada  bab  ini  dikemukakan  rumusan  strategi  dan  arah
kebijakan  Peran8kat Daerah  Kabupaten Lanandau dalam lima
tahun mendatang.
BAD    vl.    RENCANA    PROGRAM    DAN    ImGIATAN    SERTA
PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator  kinelja,  kelompok  sasaran,  dan  pendanaan  indikatif
Peranghat Daerah Kabupaten Lamandau.
BAB vD. IunERIA pENyBLENGGARAAN B[DANG uRusAN

Pada  bab   ini  dikemukckan  indikator  kinerja  Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinelja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen  untuk mendukung pencapalan  tujuan  dan  sasaran
pembangunan Kabupaten Lanandau.
BAD vm. pENUTup
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Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan

penyusunan  dokumen  Renstra  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Lanandau,
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BAD 11

GAnmARAli PELATANAN PERANGKAT DAERAII

2.1  Tiigas, Piingri dan Strultur Organlsasl Perangliat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lanandau Nomor
17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
F\mgsi dan Tata Kelja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau,
maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau mempunyal tugas

pokok dan fungsi, yaitu:

1. Tuga8 Pohok
Dinas    Kesehatan    mempunyai    tugas    membantu    Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidan kesehatan yang
menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang
diberikan kepada daerah Kabupaten Lamandau.

2. Fungrl
a. Perumusan  kebijakan  di  bidang  kesehatan  masyarakat,

pencegahahn    dan    pengendalian    penyaldt,    pelayanan
kesehatan   kefarmasian,   alat  kesehatan  dan   perbekalan
kesehatan rumah tangga serta sumberdaya Kesehatan;

b. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kesehatan  masyarakat,

pencegahan     dan     pengendalian     penyakit,     pelayanan
kesehatan   kefarmasian,   alat  kesehatan  dan   perbekalan
kesehatan rumah tangga serta sumberdaya Kesehatan;

c. Pelaksanaan  Evaluasi  dan  Pelaporan  di  bidang kesehatan
masyarakat,    pencegahan    dan    pengendalian    penyalrit,

pelayanan   kesehatan   kefarmasian,   alat   kesehatan   dan
perbekalan  kesehatan  nmah  tangga  serta  sumberdaya
Kesehatan;
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d. Pelaksanaan  administrasi  dinas  sesual  lingfup  tugasnya;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait
dengan bidang kesehatan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau
Kabupaten  Lanandau  sebagainana  diatur  dalam  Peraturan
Bupati  Kabupaten  Lamandau  Nomor  17  Tahun  2022  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
c, Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyahit;
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
f.  Kelompok Jabatan Fungsional; dan

9. Unit Pelaksana Teknis.

2.I. I Tugas PolBok dan Ptingsi Kepala Dinae Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyal tugas memimpin,
membina, mengkoordinasikan , merencanakan serta menetapkan

program keria, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan
di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya

tugas pokok dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas
sebagainana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
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a. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   kesehatan   masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaari   evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kesehatan
masyarakat,     pencegahan     dan     pengendalian     penyakit,

pelayanan   kesehatan,   kefamasian,    alat   kesehatan   dan
perbekalan   kesehatan   rumah   tangga   serta   sumber   daya
kesehatan;

d. Pelaksanaan    administrasi    dinas    sesuai    dengan    lingkup
tugasnya;  dan

e. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberihan  oleh  Bupati  terkait
dengan bidang kesehatan.

2.1.2 Tuga8 Pokok dazL Fimgsl SelEretariat

Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat
mempunyal    tugas    mengkoordinasikan    pengendalian    serta
bimbingan   dalam   penyusunan   program,   administrasi   dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang  secara terpadu  dan  tugas
pelayanan     administratif     serta     perlengkapan,     keuangan,
kepegawaian,   kesekretariatan,   protokol,   humas   dan   rumah
tangga,  organisasi,  tata  laksana,  dan  analisis  jabatan  serta
dokumentassi       peraturan       perundang-undangan ,       Untuk
melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian

Program;
b. Penyelenggaraan     pengelolaan     administrasi     perkantoran,

keuangan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan,  pengendalian,  evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kelja;
d. Penghimpunan  bahan  dan  data  penyusunan  prograln  dan

anggaran;
e. Pen8himpunan bahan dan data penyusunan laporan;
f.  Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

9. Pelaksanaan   urusan   kesckretariatan,   rumah   tangga   dan
perlen8kapan;

h. Pelaksanaan    urusan    perpustakaan,    kearsipan,    hulnas,
keprotokolan  organisasi,  tata  laksana  dan  analisis  jabatan
serta dokumentasi peraturan perundang-undangan ;

i.  Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;

j.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Selretariat, terdiri dud:

a. Sub Baginn UmuD dan Kepegawalan
Sub  bagian  umum  dan  kepegawaian  mempunyai  tugas

menyusun  rencana  kelja,  mengumpulkan,  mengolah  bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan
monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  pada  sub  baSan  umum
dan  kepegawaian.  Untuk  melaksanakan  tugas,  sug  bagian
umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
1)   Menyusun     rencana     kerja     subbagian     umum     den

kepegawaian;
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2)   Melaksanakan    pengumpulan,    pengolahan   bahan   dan

perumusan    kebijakan    pada    subbagian    umum    dan
kepegawaian;

3)   Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat

pada dinas;
4)   Melaksanakan    koordinasi    dan    penyusunan    evaluasi

kelembagaan,   ketatalaksanaan   dan   pelayanan   publik
sesual dengan peraturan perundang-undangan ;

5)   Menyediakan     perlengkapan     rumah     tangga     kantor,
mengelola     surat     menyurat,      arsip,      perpustakaan,
komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;

6)   Melaksanakan    koordinasi    dan    penyusunan    formasi
aparatur sipil negara meliputi penyu§unan analisa jabatan,
analisis   beban   kelja,   usulan   fomasi,   distribusi   dan

penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
7)   Mengelola administrasi kepegawaian;
8)   Menyusun  laporan  kepegawaian  dan  diklat  untuk  tiap

semester;

9)   Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
dan laporan harta kekayaan  aparatur sipil negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ;

10) Mengelola administrasi melaksanakan reforlnasi birokrasi
dan  budaya  kelja  pada  dinas  sesual  dengan  peraturan

perundangundangan;
11) Mengelola urusan pen.alanan dinas;
12) Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum

dan kepegawaian;
13)Membagi   tugas   dan   memberi   petunjuk   kepada   para

bawahan pada subbagian umum dan kepegawalan secara
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lisan  dan  tertulis  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektifitas
dalam melaksanakan tugas;

14) Menilai prestasi kelja para bawahan pada subbarian umum
dan kepegawalan ;

15) Melaksanakan   monitoring,    evaluasi   dan    penyusunan
laporan  terhadap  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pada
subbagian umum dan kepegawalan; dan

16) Melaksanakan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  sekretaris
dalam      rangka      kelancaran      melaksanakan      tugas
kesekretariatan.

b. Sub BaginD PerencanaaD dan Heuangan
Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan keijasama penyusunan
rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran serta
menyiapkan laporan melaksanakan kedratan dan pengelolaan,

pengendalian  keuangan,  analisis,  realisasi  dan  pembukuan,
administrasi      perbendaharaan      analisis,      realisasi      dan

pembukuan  administrasi  perbendaharaan  serta  melakukan
pengelolaan  sarana,  perbekalan,  perlen8kapan,  pengendalian
melaksanakan   rencana   kebutuhan.   Untuk   melaksanakan
tugas,  sug  barian  perencanaan  dan  keuangan  mempunyai
fun8si:

1)   Menyusun   rencana   kerja   subbagian   perencanaan   dan
keuangan;

2)   Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan
kegiatan;

3)   Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
4)   Melaksanakan urusan perpajakan;
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5)   Mempersiapkan bahan dan melaksanakan petunjuk teknis

penyusunan rencana program dan kegiatan;
6)   Mempersiapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyusunan

rencana stratejik;
7)   Mempersiapkan    bahan    den    melaksanakan    evaluasi

program dan kegiatan;
8)   Melnpersiapkan  bahan   dan  menyusun  laporan  kinelja

instansi pemerintch ;
9)   Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
10) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
11) Melaksanakan   pembukuan,   perhitungan   anggaran   dan

verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
12) Menyusun laporan akuntabilitas kinelja dinas;
13) Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
14) Menyusun  rencana kebutuhan  barang unit,  penerimaan,

penyimpanan,  pengeluaran,  dan  pendistribusian  barang
kantor;

15) Menyusun  daftar  kebutuhan  barang,  rencana  tahunan
barang unit;

16) Menyusun  kebutuhan  biaya  pemeliharaan  untuk  tahun
anggaran  dan  bahan  penyusunan  anggaran  pendapa.tan
dan belanja daerah;

17) Menyusun rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan
anggaran ;

18) Menerbitkan surat perintah membayar;
19) Melaksanakan     verifikasi     surat     pertanggungjawaban

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
20) Menyusun laporan keuangan;
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21)Menyusun    standar    operasional    prosedur    subbagian

perencanaan dan keuangan;
22)Membagi   tugas   dan   memberi   petunjuk   kepada   para

bawahan  pada   subbagian  perencanaan   dan  keuangan
secara   lisan   dan   tertulis   agar   tercapai   erisiensi   dan
efektifitas dalam melaksanakan tugas;

23) Menilal   prestasi   kelja   para   bawahan   pada   subbagian

perencanaan dan keuangan;
24) Melaksanakan    monitoring,    evaluasi    dan    penyusunan

laporan    terhadap    melaksanakan    tugas    dan    fungsi
subbagian perencanaan dan keuangan; dan

25) Melaksanakan fimgsi Iain yang  diberikan  Oleh  sekretaris
dalam      rangka      kelancaran      melaksanakan      tugas
kesekretariatan.

2.1.3Tiigae   Pokok   dan   Fiing8l   Kepah   Bldang   Kesehatan
Masysraht

Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang  yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada
Kepala Dinas.  Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan     perumusan     dan     pelaksanaan     kebijakan
operasional     di     bidang     kesehatan     masyarakat.      Untuk
melaksanakan     tugasnya,     bidang     kesehatan     masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kesehatan

masyarakat;
2) Penyiapan    perumusan    kebijakan    operasional    di    bidang

kesehatan   keluarga,   gizi   masyarakat,   promosi   kesehatan,
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pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kelja dan olah raga;

3) Penyiapan   pelaksanaan   kebijakan   operasional   di   bidang
kesehatan   keluarga,   gizi   masyarakat,   promosi   kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kelja dan Olah raga;

4) Penyiapan bimbingan telmis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga;

5) Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehafan kelja dan Olah
raga;

6) Pembinaan,     pengendalian,     pemantauan,     evaluasi,     dan

pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.4 T`iga8 Pokok dan Fung8l Kepala Bldang Pencegahan dan
Pengeadalian Penyaklt

Bidang  pencegahan  dan  pengendalian  penyaldt  dipimpin
oleh    seorang    Kepala    Bidang   yang    berada    dibawah    dan
bertanggunedawab kepada Kepala Dinas. Bidang pencegahan dan

pengendalian     penyakit     mempunyai     tugas     melaksanakan
perumusan  dan  pelaksanaari  kebijakan  operasional  di  bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan  kesehatan  jiwa.   Untuk  melaksanakan  tugasnya,  bidang

pencegahan    dan    pengendalian    penyakit   menyelenggarahan
fungsi:
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1)Penyusunan     rencana,     program     dan     kegiatan     bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit ;
2) Penyiapan    perumusan   kebijakan    operasional    di    bidang

surveilans   dan   imuriisasi,   pencegahan   dan   pengendalian

penyaldt  menular,  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

3) Penyiapan   pelaksanaan   kebijakan   operasional   di   bidang
surveilans   dan   imunisasi,   pencegahan   dan   pengendalian

penyakit  menular,  pencegahan  dan  pengendalian  penyahit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

4) Penyiapan bimbingan te]mis dan supervisi di bidang surveilans
dan   imunisasi,   MATRA,   penanggulangan   kriris   kesehatan
a]dbat   bencana,   pencegahan   dan   pengendalian   penyakit
menular,    pencegahan   dan   pengendalian    penyakit   tidak
menular dan kesehatan jiwa;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi,  MATRA,  penanggulangan  krisis  kesehatan  akibat
bencana,  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  menular,

pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  tidak  menular  dan
kesehatan jiwa;

6) Pembinaan,     pengendalian,     pemantauan,     evaluasi,     dan

pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.5 T`igas Pokok dan Fung8i Kepala Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan

Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh
seorang     Kepala     Bidang     yang     berada     dibawah      dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Bidang pelayanan dan
sumber   daya   kesehatan   mempunyai   tugas   melaksanakan
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perumusan  dan  pelaksanaan  kehijakan  operasional  di  bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk     penin9katan     mutunya,     pelayanan     kesehatan
tradisional,   kefarmasian,   alat   kesehatan   dan       perbekalan
kesehatan rumah tangga. serta sumber daya manusia kesehatan.
Untuk  melaksanakan  tugasnya  bidang pelayanan  dan  sumber
daya kesehatan menyelenggarakari fungsi:
1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pelayanan

dan sumber daya kesehatan;
2) Penyiapan    perumusan    kebijakan    operasional    di    bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
telmasuk    penin8katan    mutunya,    pelayanan    kesehatan
tradisional,   kefarmasian,   alat   kesehatan   dan   perbekalan
kesehatan   rumah   tangga   serta    sumber   daya   manusia
kesehatan;

3) Penyiapan   pelaksanaan   kebijakan   operasional   di   bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk    penin9katan    mutunya,    pelayanan    kesehatan
tradisional,   kefalmasian,   alat   kesehatan   dan   perbekalan
kesehatan   rumah   tangga   serta   sumber   daya   manusia
kesehatan;

4) Penyiapan bimbingan telmis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan   mutunya,    pelayanan   kesehatan   tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

5) Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan   mutunya,   pelayanan   kesehatan   tradisional,
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kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

6) Pembinaan,     pengendalian,     pemantauan,     evaluasi,     dan

pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Pelaksanaan tugas him yang diberikan atasan.

2.1.6 Tugas PolEok dan Fung8l Unit Pelakeana Teknls
UFT    sebagainana    dimaksud    dapat    dibentuk    untuk

melaksanakan keSatan te]mis operasional atau kegiatan teknis

penunjang  Dinas.  UPT  sebagaimana  dimaksud,  dipimpin  oleh
seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas. Pembentukan,  susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata ker].a UPI` pada Dinas ditetapkan dengan
Peraturan   Bupati   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

2.1.7 Tugas PolEok dan F`mg8l Jabatan Fung8ional
Kelompok      Jabatan      Fungsional      mempunyai      tugas

melaksanakan   sebagian   tugas   Dinas   dengan   keahlian   dan
keterampilan   tertentu.   Kelompok   Jabatan   F\mgsional   yang
diangkat melalui penyesuaian/ inpassing berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan
Tingri  Fhatama,  Pejabat Administrator,  atau  Pejabat  Pengawas
sebagai PQjabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaltan dengan

pelaksanaan  tugas jabatan  fungsional  berdasarhan jenjangnya
sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.   Kelompok
Jabatan   F\mgsional   memilihi   tugas   memberikan   pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Jenis  dan  jumlah
kebutuhan      kelompok     Jabatan      Fungsional,      ditentuhan
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berdasarkan  analisis  jabatan  dan  analisis  beban  kerja  serta
ditetaphan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   penmdang-
undangan.  Kelompok Jabatan  F\mgsional mulai melaksanakan
fungsi dan tugas terhitung sejak dilakuhan pelantikan.  Pejabat
F\ingsional  dapat  diangkat  untuk  memimpin  suatu  unit  keria
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ,
Pejabat    F\mgsional    tersebut    dapat    membawahi    Pejabat
Fungsional dan  Pelaksana.  Pejabat Fungsional dapat diberikan
tugas  sebagai  ketua  tim  atau    anggota  tim  kelja  pada  unit
organisasi,   lintas   unit   organisasi,   dan/atau   lintas   instansi

pemeintah.

2.1.8 T`]gas Pohol dan Fungsl Jabatan Pelakeana
Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirunuskan

berdasarhan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kelja.
Nana-mama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetaphan
sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan.
Penetapan nana-nana jabatan pelaksana di lingkungan Dinas
dengan keputusan Bupati.  Dalam hal teljadi perubahan nama-
nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Setiap  PNS  yang  belum  menduduki  LJa.batan  Struktural  dan
Jabatan    Fungsional,    diangkat    dalam   jabatan    pelaksana.
Pengan8katan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas
dilakukan   oleh   Sekretaris   Daerah   dan   ditetapkan   dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangundangan. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana
di  lingkungan  Dines  dilakukan  Oleh  Sekretaris  Daerah  dan
ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati.  Uralan  tugas  Jabatan

pelaksana lingkup  Dina§  ditetapkan  dengan keputusan  Kepala
Dinas.     Pengangkatan     dan     pemindahan     PNS     pelaksana
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sebagaimana dimaksud diusulkan oleh kepala peran8kat daerah
dengan memperhatikan fomasi jabatan yang dituangkan dalam

peta jabatan peran8kat daerah.

2.1.9 Stniltur Organleasi
Struktur   Organisasi   dan   Tata   Kelja   Dinas   Kesehatan

Kabupaten Lanandau berdasarkan Peraturan Bupati Lanandau
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas,  F\mgsi  dan  Tata  Ruang  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
lamandau, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.  1 Str`ilt`Lr Organleael I)lnae Keeehatan K4t]uapeten Lamandan

PERATURAN BUPATI [AMANDAU
NOMOR :  17 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 ArmL 2o22

STRUKTUR ORGANISASI DtNAS KESEHATAN
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2.2 Sumber Daya Peraqighat Daerah
Pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau

harus   dilaksanakan   secara   professional,   efekeif  dan   efisien,
sehingga perlu  didukung dengan  sumber  daya yang memadai.
Sumber daya merupakan fakeor penunjang dalam melaksanakan
fungsi   pengawasan,    balk   berupa   sumber   daya   manusia,
asset/modal,  unit  usaha  yang  masih  beroperasional  maupun
sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat

yang  semahin  kompleks  serta  ditetapkannya berbagai  regulasi
oleh Pemerintah, maka diperluhan adanya sumber daya manusia

yang   memadai,   cerdas,   berfualitas   dan   profesional   dalam
merealisasikan  tujuan,  sasaran  dan  program  yang  ada  pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

2.2.1 Kondisi Kepega"ian Dines Kosehatan
Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas

Kesehatan  Kabupaten   Lanandau  sesual  stm]ctur  organisasi
terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekretariat yang terdiri atas
Sub    Bagian    Umum    dan    Kepegawaian    dan    Sub    Bagian
Perencanaan   dan  Keuangan,   Bidang   Kesehatan   Masyarakat,
Bidang    Pencegahan    dan    Pengendalian    Penyakit,    Bidang
Pelayanan  dan   Sumber  Daya  Kesehatan,  Kelompok  Jabatan
Flmgsional  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Adapun  Sumber  daya
Manusia   yang   dimjliki   oleh    Dinas    Kesehatan   Kabupaten
Lamandau sebanyak 442 orang, yang terdiri dari:
1. Eslon ll                       :  1 orang

2. Eslon Ill                     : 5 orang

3. Eslon lv                    : 2 orang
4. Pejabat fungsional : 382 orang

5. Star/NonEslon       : 52 orang
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Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten    Lanandau    sebanyak   442    orang.    Berdasarkan
kualifikasi  tingkat pendidikan yang dimiliki  dapat  dilihat pada
rinciari dibawah ini:
1. Sarjana S-2

2. Sariana S-1

3. Diploma -3

4. SIJTA

5. SLTP

6.SD

: 3 Oran8

: 57 orang

: 347 orang

:  33 Orang

:  1  Orang

:  1 Orang

2.2.1 Kondi8l Sarana Pfasamna Dlnas Ke8ehatan
Sementara  itu,  untuk  prasarana  dan  perlengkapan  yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebagai peralatan pendukung tugas
fungsi organisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 1 .uDhh ABset yang dinillH dan Jumlah Asset

yang tidal dipakal (Rp)
No. N- Jumlah asset yang dimilild (RP) Ket Jumlch Aset Yang Ket

8-8 Tidck Terpakai (RP)

Unit Rp. Uult Rp.

1 Aset  tetapPeralatandanMesin 4.599 Rp.  41,808,706,136.24

2 Aset TetapCiedungdanBangunan 427 Rp. 87327,086,503.11

3 A8et TetapJalandanIrigasidanasetlainnya 33 Rp.3,74l,924,644.,00
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2.3  Klneda Pelayanan Peranghat Daerah
Sesual dengan tugas pokok den fungsi Dinas Kesehatan yang

diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lanandau Nomor  17
Tahun  2022  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
F\mgsi dan Tata Kelja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau, maka Dinas Kesehatan telah menentulcan
arah kebijakan yang dituan8han dalam  Penetapan  Kinerja dan
dilaksanakan    oleh    Sekertariat    dan    bidang-bidang    dengan
dukungan  dana  yang  tersedia  dalam  program  dan  keriatan.
Adapun  capaian  kineq.a  Dinas  Kesehatan.   Kinerja  pelayanan
Dinas Kesehatan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode
2019-2023  yang  bertujuan  untuk  melihat  pencapaian  kinelja
OPD   berdasarkan   indikator   sasarari   yang   telah   ditetapkan
sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu
tahun 2019-2023 adalah "Be7igemak Cepat Membangitn Kainpaten
La:maridau     Dalam     Rangka     Meringhafha:n     Kesejahieraan
Masgarahal Mertuju Kabu;paten Lamanhau JUARA (Jujur, Unggul,
Adil, Religius dan Amcm)".

Adapun visi diatas diteriemahkan melalui nisi sebagal berikut:
I . Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Balk dan Bebas dari

Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN);

2. Meninghatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang Cerdas, Sehatdan SQjahtera;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan

dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral,

Religius   dan   Aman   Berdasarkan   Nilai-Nilal   dan   Kearifan
Budaya Irokal ;
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5. Meningkatkan  Pembangunan  lnfrastruktur  yang  Berkualitas
untuk   Pemerataan   Pembangunan   yang   Berkeadilan   dan
Berkelanjutan.

Berdasarkan   telaahan   terhadap   5    (lima)   Misi   Bupati
Lamandau Tahun 2019-2023 tersebut terlihat jelas peran serta
Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat dalam pemyataan Misi
Nomor  2  yaitu  "Meringhathan  kualhas  pembcmgurLan  sumber
daua manusia (SDl\Q yang oerdas, sehaf clcm sejahiera». Darn nisi
tersebut  Dinas  Kesehatan  memiliki  tujuan  dan  sasaran  serta
indikator kinerj a berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target
dan realisasi indikator kinelja pada periode 2019-2023 tercantum
dalam tabel berikut:
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Oebd 2.a Puncapalan Hlaeda P®l.mnan Pemzitht menh
DIBa. Becolat.A KLbtLpatea i?_??-a.tL sol9.2023

1® Itidlbtor Rlzleth .oral fug. dan P`mplDID-ffe..A-tab T-- Tgivin Tgiv-I- Tafeet hath OPD I.hu h- Rcallml C.plan I.hall L» bdo C-prhn pdtL I.htizi b.

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |S 16 17 18 19 20

I Andrra Uaia HaraDan hidut) 69.4 69.40 69.60 69,60 69.80 70 69,34 69,36 69,39 69.62 0 99.91 99.66 99.70 99.74 0.00
2 Angka KematLan Bayi (AKB) Per  1000 KelahiranHiduD 18 18 10 17 20 18 15 26 25 17 0 83.33 260,cO 147,06 85,cO a,00

3 Angha Kenatian Ibm per loo.000 Fthduduk
5 5 3 4 3 2 5 7 3 3 0 loo,00 233,33 75,00 loo,00 0,00

4 Raaio F`iBkearnee, Palildinik,  PuBtu per 8atuano€ndudukltiaoICroocndudukl
2,11 2,11 2,11 2.11 2.11 2,11 I.74 I,42 1,43 i,44 0 82,46 67,30 OJTT 68.25 0,00

S Raa!o Doktcr umum oer lcoo Penduduk 0,16 0,16 0.16 0,16 0.16 0,16 0,16 0, I 54 0,35 0,37 0 loo.00 96.2S 218.75 231.25 0.00

6 Raaio Doktcr CHd Per loco Pcnduduk 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0.02 0.02 0 100.00 loo.00 200.00 200.00 0.00
7 Rcoio `]tnaga Keperawatan Per  1000 Penduduk

I.96 I.96 I,96 1.96 1.96 I,96 1.96 2.Ill 2 2.93
0 loo,00 107,70 102'04 149,49 0,cO

8 Ra8io Tenaga Kebidananan Per lou Pmduduk
I.53 I.53 1.S3 1.S3 I.S3 1.53 i.53 I.616 2.87 2.16 0 loo,00 105,ca 187,58 141.18 0,cO

9 Cckupan kmplileasl kchidarian yang ditanganl loo loo loo loo loo loo ls.3l |9.S7 60 0.48
0 15,31 19,57 60,00 0,4€ 0,00

10 Caloupan pertolongan pemalhm oleh tenagake8chatanyangzBemili!dkonpctenrikebidanan
leo 100 100 loo loo loo

84,89 90, 1 1 96.53 95.96
0 84,89 90,11 96,53 9S,96 0,00

L| Calmpan De8a/Kelurahan Uni`coal ChildtnnunjzatlonnJCI\ 100 100 loo 100 loo loo 104.38 96,48 90.91 94 0 104,38 96,48 90.91 94.cO 0,00

12 Cakupan b8lita glri buruk nendapat perawatan loo loo loo loo loo loo leo leo loo leo 0 loo,cO loo,cO loo,00 1cO'00 0,cO

13 Cakuoan hainlunaan bawl 100 loo loo loo loo loo 90,71 %,18 99,11 87,86 0 90.71 94.18 99.11 87.86 0.cO

14 Cahipan lainjungan lb`i hanil K4 100 loo loo loo loo loo 85.77 87.8 85.7 92,91 0 85.77 87.80 8S.70 Cn .9 \ 0.cO

15 Calcupan pelajranm nifaa 100 loo loo loo loo loo 78,58 90.1 89,42 72 0 78.58 cO,10 89,42 72,cO 0.cO

16 Cakupan Nconamo den8an komplihaai yang 25 25 30 35 40 45 12.3 99.8 15,3 20,96 0 49,20 332,67 43.71 52.40 a.00
17 Calnipan pelayanori am!r ballta loo loo loo loo loo loo 24,48 41,08 53.07 71,86 0 24,48 41,08 53,07 71,86 a.cO

18 Caktipan pemberian makanan pendanplng ASI loo loo loo loo loo loo loo 100 loo loo 0 Ice,00 loo,00 loo.00 loo,00 0.00

19 Caharoan perijaringco kcoohenan 8iawa SD dan loo loo loo leo 100 loo 8.6 8,5 80.5 93.07 0 8.60 8.SO 80.50 93.07 0,00

20 Calaipan I)c8a/kelurahen mengrlami KLB )ng loo loo leo loo loo loo leo loo loo loo 0 loo.00 loo,00 loo,00 loo,00 0,00

21 Ftoentase Pooyandu Akff 51 51 70 80 85 90 20 95 33 88.78 0 39,22 135,71 41.25 104.45 0,00

22 Junlah balita Szi buruk 10 10 20 30 45 cO 6 3 0 0 0 60,00 15,00 0,00 0,cO 0,00

23 Canpun Dcsa Siagr loo loo loo loo loo loo 76.93 8S.7| loo loo 0 76,93 85,71 loo,00 loo,00 a,00



«S. Pada tabel  2.2  diatas terdapat 23  (  Dua Puluh Tiga )   Indikator kinelja yang telah  ditetapkan,

dimana dari 23  indikator tersebut terdapat  1 I  (sebelas)  indikator yang masuk dalam  indikator

pencapaian SPM yaitu 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, 2. Cakupan pertolongan
persalinan    oleh    tenaga   kesehatan   yang   memilild   kompetensi    kebidanan,    3.    Cakupan
Desa/Kelurahan  Universal  Child  Immunization  (UCI),  4.  Cakupan  balita  gizi  buruk  mendapat

perawatan,  5.  Cakupan  kunjungan  bayi,  6.  Cakupan  kunjungan  Ibu  hamil  K4,  7.  Cakupan
pelayanan nifas, 8.  Cakupan pelayanan anak balita, 9. Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin,  10.  Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD
dan   setingkat,    11.   CaJnipan   Desa/kelurahan   mengalami   KLB   yg   dilakukan   penyelidikan
epidimiologi < 24 jam  dari kesebelas inikator tersebut belum mampu mencapai target yang telah
ditetapkan  yaltu  100%,  hal  ini  teljadi  dengan  beberapa  kendala  yang  dihadapi  yaltu  masih
rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap berperilaku bersih dan sehat, dan kurangnya
minat masyarakat dalam hal melakukan tindakan prefentif  atau  pencegahan.

31



Tut 2.3 ^q(i.:I db I-I- had~ fu_. tda- --p- I._-+ nbm aei. . 2oa3

t'- -+T- ---T.I-I. ~ -in nl- 4n Aa_ "n b --
bl, ire 2021 202a aoa3 \\, - ael qKzra a- I a a --

I 2 3 ¢ 5 6 7 8 Rp9,00 10 11 12 13 14 ls 16 17 18
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•:.  Pada  Tabel  2.3  Anggaran  dan  realisasi  pendanaan  pelayanan  perangkat  daerah  Dinas

Kesehatan Kabupaten lamandau Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pencapaian target kinelja
terhadap  program  kegiatan  dan  sub  kegiatan  dinyatakan  berhasil,  sedangkan  pencapaian
sasaran juga kla.sifikasi baik dan berhasil secara keseluninan total belanja pagu anggaran
sebesar Rp.  87.887.795.196 per 31  Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.  78.411.727.885,63

atau 86,34 % terdiri dari belanja pegawal pagu anggaran sebesar Rp 37.012.641.573 terealisasi
sebesar Rp35.279.589.684,00 atau 95,32 %, belanja barang dan jasa pagu anggaran sebesar
Rp.  36.522.369.390 terealisasi sebesar Rp29.628.075.419,63 atau 81,12% dan belanja modal

pagu anggaran sebesar Rp. Rpl3.760.307.233 terealisasi sebesar Rpl2.935.737.152,00,-atau
94,01%   dan   terdapat   Hibah   dengan   pagu   Rp.   592.477.000,00   terealisasi   sebesar   Rp.
568.325.630,00.

33



Hambatan dan kendala dalam pencapaian kineria pela.yanan
Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Lamandau   dari   segi   aparatur

perangkat daerah :

a. Belum   optimalnya   kuantitas   dan   kualitas   SDM   tenaga
kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan.

b. Masih belum meratanya sebaran tenaga kesehatan yang ada di
wilayah kelja Kab. Lamandau.

c. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang masih belum beljalan
hingga saat ini.

2.4  Kelompol Sasamn Iayanan

Kebijakan   pembangunan   kesehatan   dijabarhan    dalam
Program sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan den Upa.ya
Ke§ehatan Masyarakat
1 . Tujuan

Hogram  ini  bertLijuan  meningkatkan  pemenuhan  upaya
kesehatan  perorangan  dan  upaya  kesehatan  masyarakat
melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Target Progran
Persentase  Pemenuhan  Upaya  Kesehatan  Perorangan  dan
Upaya Kesehatan Maeyarakat yang berkualitas.

3. Kelompok Sasaran La.yanan
Pengelola program Dinas Kesehatan dan Puskesmas, petugas
kesehatan, 1intas sektor terkait, dan masyarakat.

b. Hogram    Peningkatan   Kapasitas    Sumber   Daya   Manusia
Kesehatan
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1 . Thjuan

Program  ini  bertujuan  meningkathan jum]ah, jenis,  mutu
dan    penyebaran    tenaga    kesehatan    termasuk    SDM
kesehatan,  serta  pemberdayaan  profesi  kesehatan,  sesuai
dengan kebutuhan pembangunan ke sehatan.

2. Target Progran
Persentase Penin8katan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

yang berkualitas.
3. Kelompok Sasaran Layanan

Tenaga Kesehatan dan Pegawai Dinas Kesehatan.
c. Program   Sediaan   Fannasi,   Alat   Kesehatan   dan   Makanan

Mint-
1 . Thjuan

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan obat dan
alat kesehatan habis pakai,  pemerataan, keamanan, mutu
obat dan perbekalan kesehatan.

2. Target Program
Persentase  Sediaan F`armasi,  Alat Kesehatari dan Makanan
Minuman yang berkualitas.

3. Kelompok Sasaran Layanan
Pengelola  program  Dinas  Kesehatan,  pengelola  obat  dan

perbekalan kesehatan, petugas kefamiasian, mitra kelja dan
masyarakat.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1 . Tujuan

FTogram ini bertujuan memberdayakan individu,  keluarga,
dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup
Bersih   dan   Sehat   (PHBS)   serta.  mengembangkan  Upaya
Kesehatan Berbasis Maeyarakat (UKBM).
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2. Target Hogram
Persentase  Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang  Kesehatan

yang berkualitas.
3. Kelompok Sasaran Layanan

Lintas  sektor,  lintas  program,  petugas  kesehatan,  kader,
tokoh masyarakat dan masyarakat.

36



Ire Ill
pERnlASALAHAN DAN Isu-Isu sTRATEGls PERANGKAT DAERAII

3.4  Identiflhsi Perma8alahan Berda8a[lEan Tuga8 dan Fung8l
PelayanaD Peranglat Daerah

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lanandau Nomor 17 Tahun
2022  tentang  tentang  Kedudulcan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
F\mgsi dan Tata Keria Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau,
maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau mengarnpu
tanggung jawab dalam melcksanakan tugas di bidang kesehatan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan    Kepada    Daerah    Kabupaten    Lamandau.     Dines
Kesehatan   Kabupaten   Lanandau   membantu   Bupati   untuk
mengemban kewenangan di bidang pelayanan dasar kesehatan,
Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau mendliki fungsi untuk menyelenggarakan :
a. Perulnusan   kebijakan   di   bidang   kesehatan   masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan nimah
tangga serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan   kehijakan   di   bidang   kesehatan   masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyahit, pelayanan kesehatan,
kefannasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   di  bidang  kesehatan
masyarakat,     pencegahan     dan     pengendalian     penyakit,

pelayanan   kesehatan,   kefamasian,    alat   kesehatan   dan
perbehalan   kesehatan   rumah   tangga   serta   sumber   daya
kesehatan;
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d. Pelaksanaan    administrasi    dinas    sesual    dengan    lingkup
tugasnya; dan

e, Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  terkait
dengan bidang kesehatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dines
Kesehatan Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan
tugas dan fLmgsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai
dengan  tugas  dan  fungsi  Dinas  Kesehatan.  Adapun  pemetaan

permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lanandau
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tat)el 3. 1 Pemetaan Perm8alahan
Pelayanan I)lnae Ke8ehatan

Derajat
Kesehatan
Masyarakat yang
belun optimal

Belun optimalnya

j aminan kehidupan
yang sehat dan
kesejahteraan

penduduk di segala
usia

1 . Masih tinggirrya

An9ka Kematian
lbu (AKI) dan

iingka Kematian
Bayi (AKB);

2. Adanya
endenirsitas

penyahit menular ;
3. Adanya penyakit

degeneratifyang
semarfu tinggi;

4. Masih adanya
bayi rfe kurang
dan ancaman gizi
buruk;
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5. Kondisi kesehatan
lingkungan dan
sanitasi dasar

yang belum
mendukung nilai
kesehatan;

6. Belun optimalnya
manajemen
bencana dan
Kegawatd~atan
yang seusai
standar;

7. Belun optimahya

jaminan
pembiayaan
kesehatan yang
menyeluruh; dan

8. Belum adanya
Sistem Infomasi
Kesehatan (SIK)

yang handal.

3.2 18u 8trategis

Isu    strategis    adalah    kondisi    atau    hal    yang    harus
diperhatikan  atau  diprioritaskan  dalam  perencanaan  karena
dampa]mya  yang  sigriifikan  bagi  entitas  di  nasa  mendatang.
Suatu   kondisi/kejadian   yang   menja.di   isu   strategis   adalah
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keadaan  yang  apabila  tidak  diantisipasi  akan  menimbulkan
masalah/kerugian yang besar atau sebalilmya.

Saat  ini  isu  strategis  dan  masalah  bidang  kesehatan  di
Kabupaten Lamandau adalah belum optimalnya An8ka Harapan
Hidup,  Masih  tinggiva  An8ka  Kematian  Ibu,  Masih  tingginya
Angka Kematian Bayi, Belurn optimalnya Kinelja Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Belum optimalnya kinelja SDM kesehatan
dan Kefarmasian, serta masih rendahnya perilaku hidup bersih
dan seha.t.  Isu strateris dirumuskan berdasarkan telaahan dari
komponen-komponen    hasil    analisis    SWOT    yang    meliputi
kekuatan,   kelemahan,   peluang,   dan  ancaman.   Dari  analisis
Swcyl` serta pemasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten hamandau.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga)
isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut:
1.1 An8ka Kematian lbu, An8ka Kematian Bayi dan Stunting

Angka Kematian lbu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

masih menjadi masalah di Kabupaten Lanandau. Peningkatan
AKI di Kabupaten Lanandau disebabkan meningkatnya jumlah
kehamilan   risiko   tinggi,    masih    rendahnya   deteksi    dini
masyarakat serta kurang mampunyai kecepatan dan ketepatan

pengalnbilan   keputusan   rujukan   kehamilan   risiko   tinggi.
Demikian  pula  dengan  AKB  yang  antara  lain  disebabkan
asfiksia (sesak nafas saat lahir) , bayi lahir dengan berat badan
rendah  (BBLR),  infeksi  neona.tus,  pneumonia,  diare  dan  gizi
buruk.  Status rizi buruk bayi antara lain disebabkan belum
tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Upaya
untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan
ibu  dan  anak  di  puskesmas  PONED,  namun  pelaksanaan
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pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena
belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya
pendayagunaan  tenaga  kesehatan   §erta  masih  kurangnya
kompetensi  tenaga  keseha.tan.  Sarana  pelayanan  kesehatan

jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  masih  belum
proporsional,     sehingga     masih     diperluhan     optimalisasi
pelayanan kesehatan di tin8kat dasar dan rujukan yang sesuai
dengan standar.

2.1 An8ka Kesa]dtan den Kematian Penyahit Menular dan Tidak
Menular

Angha  Kesakitan  dan  Kematian  penyaldt  menular  dan
tidak  menular  masih   tinggi.   Meningkatnya  jumlah  kasus

penyakit  menular  '18  disebabhan  belum  semua  komponen
pelaksana  penemuan  kasus  di  sarana  pelayanan  kesehatan
mendapat   pelatihan   dan   belum   optimalnya   ketersediaan

prasarana dan  sarana di  Puskesmas,  Penemuan infeksi HIV
dan AIDS tiap tahun cenderung menin8kat disebabkan upaya

penemuan dan pencarian kasus yang semahin intensif melalui
Mobile VCT. Penyahit-penyakit menular/infeksi masih menjadi
masalah  di  masyarakat,  di  sisi  lain  an8ka  kesakitan  dan
kematian  beberapa  penyahit  tidak  menular  dan  degeneratif
seperti Diabetes Mellitus (DM) , kardiovaskuler, hipertensi dan
kanker    Qceganasan)    cenderung    menin8kat.    Salah    satu

penanganan  dalam  pencegahari  penyakit tidalc menular  dan
degeneratif  adalah  menggerakan  masyarakat  untuk  hidup
sehat    (GERMAS)    yang    dalam    pelaksanaannya    melalui

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif
memelihara kesehatannya sendiri, melafukan upaya pro-aktif
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tidak  menunggu  sampal  jatuh  sakit,  karena  ketika  sakit
sebenamya telah  kchilangan  nilai  produlctif.  Upaya promotif
dan preventif perlu ditin8katkan untuk mengendalikan angka
kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas
serta menjadikan  sehat  sebagai fungsi  produksi yang  dapat
memberi nilai tambah.

Terjadinya  Pandemi  Covid-19  dimulai  dari  awal  Tahun

2020 hingga saat ini telah membuka mata kita bahwa krisis
Keschatan dapat tedadi kapan saja apabila kita tidak memfliki
kesiapan dalaln hal ini sarana dan prasarana Kesehatan dan
kemampuan  surveilans dalam melakuhan deteksi dini suatu
wabah. Pembangunan Kesehatan disegala sektor, balk sarana
dan  prasarana,  penin8katan  kapasitas  dan jumlah  sumber
daya manusia  Kesehatan yang  memadal  dan  pemberdayaan
masyarakat untuk berprilaku  hidup  bersih  dan  sehat  serta
GERMAS.

3.1 Pengembangan,  Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Kesehatari di Kabupaten Lamandau;

Kabupaten   hamandau   memilihi   permasalahan   terkait

jumlah,    kualitas    maupun    sebaran    fasilitas    pelayanan
Kesehatan  dan  tenaga  kesehatan.  Peningkatan  balk jumlah
maupun kualitas akses dan mutu pelayanan Kesehatan sangat
dibutuhkan    untuk    menguranri    teljadinya    gap    melalui

penambahan   jumlah   fasilitas   pelayanan   kesehatan   dan
pemerataan   sebaran   tenaga   Kesehatan,    Jumlah   Tenaga
Kesehatan di Kabupaten Lamandau masih kurang di beberapa
kecamatan.   Dalam   mewujudkan   penin8katan   akses   dan

pemerataan pelayanan Kesehatan, terdapat beberapa program
prioritas    diantaranya   yang    berkaltan    langsung    dengan
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pemenuhan   kebutuhan   tenaga   kesehatan   di   Kabupaten
Lamandau  yaitu  melalui  "Penyediaan  SDM  Kesehatan  pada
Fasilitas   Pelayanan   Kesehatan   Khususnya   untuk   wilayah
Terpencil   melalui   kegiatan   1   desa   2   tenaga   kesehatan".
Rencana   implementasi   pemenuhan   tenaga   tersebut   perlu
didukung oleh data keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Selain fasilitas pela.yanan Kesehatan dan jumlah tenaga
Kesehatan,  yang  perlu  jadi   perhatian   adalah  pembiayaan

jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat kurang mampu
di Kabupaten Lamandau. Agar seluruh masyarakat yang ada
memiliki hak yang sama atas pelayanan Kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata
ditentukan  oleh  hasil  kelja  keras  sektor  kesehatan,  tetapi
sangat dipenganihi pula oleh hasil kelja serta kontribusi positif
berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan
sehat  dipengaruhi  oleh  berbagal  falstor,  yang  tidak  hanya
menjadi  tanggung jawab  sektor  kesehatan,  melalnkan  juga
tanggung jawab dari berbagal sektor terkait lairmya disamping
tanggungjawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan

pembangunan    daerah,    pembangunan    kesehatan    dapat
bersinergi     secara     dinamis     dengan     berbagal     program

pembangunan lainnya seperti: Hograni pembangunan bidang
pendidikan,      perekonomian,      ketahanan      pangan,      dan
pemberdayaan    masyarakat.     Dalam    ran8ka    mengurangi
kesenjangan   yang   teljadi   pada   pembangunan   kesehatan,
diperlukan   pemikiran   yang   inovatif   mengenai   kehijakan

program  kesehatan  masyarakat  dan  sektor  kesehatan  pada
umumnya  untuk  mencakup  deteminan  kesehatan  lainnya,
terutama   yang   berada   diluar   domain   sektor   kesehatan.
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Reformasi   kesehatan   masyarakat   yang   meliputi   reformasi
kebijakan  SDM  kesehatan,  reformasi  kehijakan  pembiayaan
kesehatan,   reformasi  kebijakan  pelayanan  kesehatan,  dan
refomiasi      untuk      kebijakan      yang      terkait      dengan
terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukan.
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BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau 

implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan 

operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) 

tahun ke depan.  Oleh karena itu berdasarkan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan 

Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamandau termasuk dalam Tujuan ke-1 yakni Meningkatkan 

Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan 

Sasaran ke-3 yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan  

diturunkan ke dalam  tujuan dan sasaran pembangunan yang 

akan dicapai oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten dalam waktu 3 

(tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Daerah dan Perangkat Daerah 

No. Tujuan Daerah 
Sasaran 

Daerah 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Rencana 

Strategis 

2024 2025 2026 

1. Meningkatkan 

Kualitas 

Pembangunan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Unggul 

Meningkatnya 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

 Angka Harapan Hidup 73,41 73,51 73,61 

Meningkatnya 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angka Kematian Ibu 

(AKI) (per 100.000 

kelahiran hidup) 

2,25 2,20 2,15 

Angka Kematian Bayi 

(AKB) (per 1.000 

kelahiran hidup) 

12,35 12,30 12,25 

Angka Kematian Balita 

(AKBA) (per 1.000 

kelahiran hidup) 

0,30 0,25 0,20 

Prevalansi Stunting 12,47 10,26 8,05 

Indeks Keluarga Sehat 0,176 0,178 0,180 





t      Gamhar 4.1 Logical Fmmew®ck (Pohon Klneda| Dlnas Kesehatan

h-__-__  i

1,   Angka Kematian lbu (AK[) (per
loo.000 kelahiran hidup)

2.   Angka Kematian Bay] (AID)
Oer 1.000 kelahirali

3.   Angka Kematian Balita {AKBA)
trer 1.000 kelahiran hidup)

4.   Prevalansl stunting
5.   [ndcks Keluarga sehat
6.   Germas {Gerakan Masyaraket

Hidup schat)

Indlhator
ersentase Pencegahan dan
I'engendr]lan Penyatdt

Indikator
I.   Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Kesehatan
Z.   Persentase puskesmas yang sudah memi]iki

minimal satu dolcter
3.   Iumlah Pengawasan sediaan farmasi dan pangan
4.   Persentase sarana keschatan yang melakukan

pelayanan kefannaslan sesual standar
5.   |umlah pemberian notifikasi persetu|uan lzln

sarana kesehatan
6,   ]umlah usaha mikro obat tradisiona]
7.   ]umlah pemenuhan komltmen sertifikasl produk

pangan olahan, industri , rumah tangga {SPP]RT}
8.  Ketersediaan obat esepsial, vaksin dan BMHP
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1.   PROGRAM
PEMENUHAIN
UPAYA
fusEHATAN
PEROENGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
RASYARAKAT

2.   PROGRAM
PENINGRATAN
RAPASITAS
SUMBER DAYA
VANUS[A
KESEHATAN

3.  PROG"
SEDIAAN
FARMASI, ALAT
RESEHATAN DANb-AN
M[NUMAN

4.   PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
B]DANG
ItisEHATAN
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BABV

STRATEGI DAN ARAII KEBI.AltAN

Bab  ini  mengiva.dirkan  formulasi  Strategi  dan  Arah  Kebijakan
Dinas Kesehatan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan
tujuan dan sa§aran Pemerintah Daerah Kabupaten Lanandau Tahun
2024-2026.

Strategi  adalah  pemilihan  tindakan  spesifik  oleh  pemerintah
dalam  suatu  wilayah  tertentu  untuk  menetapkan  tujuan  jangka

panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh
beserta   pemecahannya.    Strategi   dapat   pula   diartikan   sebagai

pengaturan aksi untuk merealisasikari sebuah sasaran. 0leh karena
strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat
di dalam penjabaran kebijalcan dan program,

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kelja pemerintah di
suatu wilayah tertentu sebagal peta jalan menuju tujuan yang ingin
dipenuhi.   Perumusan  arah  kebijakan  menyinergikan  strategi  dan

pelaksanaan  pembangunan  agar  saling  berkesinambungan  dalam
jan8ka walrfui 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan
program  maupun  kegiatan  guna  menjanin  keberlangsungan  dan
keterpaduan antara tujuan dan sasaran Dines Kesehatan Kabupaten
Lanandau.

Dinas Kesehatan memilild tugas dan fiingsi sesual dengan yang
tertuang pa.da dokumen Rencana Pembangiman Daerah Kabupaten
Lanandau Tahun 2024-2026 sebagajmana tercantum dalaln tabel di
bawali ini.
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Tabel 5. 1 Tujunn, Sacaran, Strategi dan Kebljahan
I,     11,i,1'             '''   -   ,   TiTB¥£`,i,?,i1'\'J-,gkatkan Kualft as Pembangunan SumbeETr§ffixpRERE.,-:.:,L'J:-i.!7?1

lil:     .„8i.`„.     a       ..

I,,,,w, Sasaran NTH   -  . r/j5falHEEREEae..+  .

Meningkatnya I. Menin8katnya Penguatan upaya Menin8katkan
Derajat Upaya Kesehatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan

Kesehatan Maeyarakat puskesmas dan keluarga, perbaikan
Maayarckat j-gannya dengan status gizi

peran serta masyarakat,
maeyarckat penguatan promosikesehatan,aksikonvergensipenurunanstunting,danmemberikanjaminanpelayanankesehatanbactseluruhmaeyaraka.t

2 . Menin8katnya Peningkatan upaya Meningkatkan
Pencegchan dan pencegahan dan pelayanan surveilans
Pengendalian pengendalian dan imunisasi,
Penyahit penyahit menular dan pencegahan dan

tidak menular secara pengendalian
cepat dan tepat penyahit menulardantidakmenularsertapelayanankesehatanpadasituasiKLB

3. Meningkatnya Penin9katan al[ses Menin8katkan
Akses dan Mutu dan mutu pelayanan pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan sesual primer, kesehatan
Kesehatan standar, penyedin tradisional,
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fasihas pelayanan
serta SDM kesehatan

yang merata dan
berrfualitas

kesehatan rujukan ,

pelayanan
kefarmasian,

pelayanan
laboratorium
kesehatan,

pelayanan kesehatan
bagi penduduk
terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana, dan

peningkatan sarana,
prasarana, dan
tenaga kesehatan
untuk meningkatkan
carfupan pelayanan
dasar.
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BAD VI

RENCANA PROGRAM DAN REGIATAN SERTA PENDANAAN

Seba8aimana perwujudari dari strategi dan arah kebijakan untuk
mencapal tujuan  strategis,  selanjutnya perlu menentukan tindakan
operasional   yang   kemudian   terkandung   di   dalam   program   dan
kegiatan   Dinas   Kesehatan   Kabupaten   Lanandau.   Program   dan
kegiatan Dinas Kesehatan tentu relevan dengan mempertimban9han
dan  memperhatikan  tugas  dan  fungsi.  FTogram  adalah  penjabaran
langkah-lan8kah  yang   sistematis  untuk  mewujudkan   kebijakan-
kehijakan  yang  telah   ditetapkan,   yang  nana  dapat  melibatkan
beberapa  instansi  pemerintah  secara  terpadu  untuk  berkolaborasi
merealisasikan sasaran. Sedan8han kegiatan menipakan penguraian
lebih lanjut dari program.

Indikator    kinerja    merupakan    ukuran    keberhasilan    yang
digunahan  untuk  mengetahui  gambaran  terwujudnya  kineq.a  serta

pencapaian hasil /owtcorne/ sebuah program dan hasil /otttput/ kegiatan.
Sehingga indikator kinelja berperan sebagal alat ukur sejauh mama

pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana
program,  kegiatan,  kelompok  sasaran,  beserta  pendanaan  indikatif
yang menjadi pedoman bari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
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Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Angka Harapan Hidup 73.31 Dinas Kesehatan Kab. 
Lamandau

Angka Kematian Ibu (AKI) 
(per 100.000 kelahiran hidup)

2.30
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Angka Kematian Bayi (AKB) 
(per 1.000 kelahiran hidup)

12,40
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Angka Kematian Balita 
(AKBA) (per 1.000 kelahiran 
hidup)

0.35
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Prevalansi Stunting 11.4
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Indeks Keluarga Sehat 0,174
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Germas (Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat)

75% 80 % 85 % 90 % 90 %
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Kab. 

Lamandau

Meningkatnya 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit

Persentase Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit

74.24% 80 % 83 % 85 % 85 %
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit

Kab. 
Lamandau

Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Kesehatan

91.89 91.91 % 91.93 % 91.95 % 91.95 %
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Persentase Puskesmas yang 
sudah memiliki minimal satu 
dokter

81.81 90 % 95 % 100 % 100 %
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Jumlah Pengawasan sediaan 
farmasi dan pangan

60 70 80 90 90
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Persentase sarana kesehatan 
yang melakukan pelayanan 
kefarmasian sesuai standar

82 90 % 92 % 95 % 95 %
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Jumlah pemberian notifikasi 
persetujuan izin sarana 
kesehatan

46 49 52 55 55
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Jumlah usaha mikro obat 
tradisional

3 4 5 6 6
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Jumlah pemenuhan 
komitmen sertifikasi produk 
pangan olahan, industri , 
rumah tangga (SPPIRT)

44 47 50 53 53
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

Ketersediaan Obat esensial, 
vaksin dan BMHP

100 100 % 100 % 100 % 100 %
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia

Kab. 
Lamandau

1

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR

1.02
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN

1.02.01

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Persentase Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 
yang berkualitas

100  Rp  50,243,275,763  Rp  50,243,275,763  Rp  50,243,275,763  Rp  150,729,827,289 

1.02.01.2.01

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Persentase Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
yang berkualitas

100  Rp       700,000,000  Rp       700,000,000  Rp       700,000,000  Rp      2,100,000,000 

73.51 73.61

2,20 2.15

8.05

0,180

73.61

2.15

12.25 12.25

0,20 0,20

8.05

0,180

10.26

0.178

12,30

0.25

Meningkatkan 
Kualitas 

Pembangunan 
Sumber Daya 
Manusia yang 

Unggul

Meningkatnya 
Derajat 

Kesehatan 
Masyarakat

Meningkatnya 
Derajat 

Kesehatan 
Masyarakat

73.41

Meningkatnya 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat

Meningkatnya 
Akses dan Mutu 
Pelayanan 
Kesehatan

2.25

12.35

0.3

12.47

2024 2025 2026 Kondisi Akhir Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
Penanggungjawab

Lokasi

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Tujuan Daerah Sasaran Daerah
Tujuan 

Perangkat 
Daerah

Sasaran 
Perangkat 

Daerah
Kode Program/Kegiatan/Su

b Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan 
(output) dan Sub Kegiatan

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

(2023) Target TargetTarget Target

0.176

100

100

100 100 100

100 100 100



1.02.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

1 dokumen  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000               3 Dokumen  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0002
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

1 dokumen  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000               3 Dokumen  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0003
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

1 dokumen  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000               3 Dokumen  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0004
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

1 dokumen  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000               3 Dokumen  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0005
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

1 dokumen  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000  1 Dokumen  Rp         100,000,000               3 Dokumen  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0006

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

1 laporan  1 Laporan  Rp         100,000,000  1 Laporan  Rp         100,000,000  1 Laporan  Rp         100,000,000               3 Laporan  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.01.0007
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah   Laporan   Evaluasi   
Kinerja   Perangkat
Daerah

1 laporan  1 Laporan  Rp         100,000,000  1 Laporan  Rp         100,000,000  1 Laporan  Rp         100,000,000               3 Laporan  Rp           300,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.02
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah

Persentase realisasi 
pelaksanaan anggaran 
perangkat daerah

100  Rp  36,400,000,000  Rp  36,400,000,000  Rp  36,400,000,000  Rp  109,200,000,000 

1.02.01.2.02.0001
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN

439 
orang/bulan

439
Orang/
bulan

 Rp    36,000,000,000 439
Orang/
bulan

 Rp    36,000,000,000 439
Orang/
bulan

 Rp    36,000,000,000 1317
Orang/
bulan

 Rp    108,000,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.02.0005

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 laporan 1 Laporan  Rp         400,000,000 1 Laporan  Rp         400,000,000 1 Laporan  Rp         400,000,000 3 Laporan  Rp        1,200,000,000 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.01.2.05
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Persentase realisasi kinerja 
sub kegiatan administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah

100  Rp       500,000,000  Rp       500,000,000  Rp       500,000,000  Rp      1,500,000,000 

1.02.01.2.05.0002
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan

1 paket 1 Paket  Rp         200,000,000 1 Paket  Rp         200,000,000 1 Paket  Rp         200,000,000 3 Paket  Rp           600,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.05.0009

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan

10 orang 15 Orang  Rp         300,000,000 15 Orang  Rp         300,000,000 15 Orang  Rp         300,000,000 45 Orang  Rp           900,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Manusia
Nanga Bulik

1.02.01.2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Persentase realisasi kinerja 
administrasi umum 
perangkat daerah

100  Rp    1,200,000,000  Rp    1,200,000,000  Rp    1,200,000,000  Rp      3,600,000,000 

1.02.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan

1 paket 1 Paket  Rp           50,000,000 1 Paket  Rp           50,000,000 1 Paket  Rp           50,000,000 3 Paket  Rp           150,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

1 paket 1 Paket  Rp         350,000,000 1 Paket  Rp         350,000,000 1 Paket  Rp         350,000,000 3 Paket  Rp        1,050,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0003
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan

1 paket 1 Paket  Rp         100,000,000 1 Paket  Rp         100,000,000 1 Paket  Rp         100,000,000 3 Paket  Rp           300,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0004
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

1 paket 1 Paket  Rp         150,000,000 1 Paket  Rp         150,000,000 1 Paket  Rp         150,000,000 3 Paket  Rp           450,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0005
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan

1 paket 1 Paket  Rp           50,000,000 1 Paket  Rp           50,000,000 1 Paket  Rp           50,000,000 3 Paket  Rp           150,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.06.0006
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan

1 dokumen 1 Dokumen  Rp           50,000,000 1 Dokumen  Rp           50,000,000 1 Dokumen  Rp           50,000,000 3 Dokumen  Rp           150,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

100 100 100 100

100 100 100100

100 100 100 100



1.02.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

80 laporan 80 Laporan  Rp         450,000,000 80 Laporan  Rp         450,000,000 80 Laporan  Rp         450,000,000 240 Laporan  Rp        1,350,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.08
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase realisasi kinerja 
penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintahan 
daerah

100  Rp    3,750,000,000  Rp    3,750,000,000  Rp    3,750,000,000  Rp    11,250,000,000 

1.02.01.2.08.0001
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

1 laporan 1 Laporan  Rp           50,000,000 1 Laporan  Rp           50,000,000 1 Laporan  Rp           50,000,000 3 Laporan  Rp           150,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.08.0002
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan

1 laporan 1 Laporan  Rp         250,000,000 1 Laporan  Rp         250,000,000 1 Laporan  Rp         250,000,000 3 Laporan  Rp           750,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.08.0003
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

1 laporan 1 Laporan  Rp         350,000,000 1 Laporan  Rp         350,000,000 1 Laporan  Rp         350,000,000 3 Laporan  Rp        1,050,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.08.0004
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan

1 laporan 1 Laporan  Rp      3,100,000,000 1 Laporan  Rp      3,100,000,000 1 Laporan  Rp      3,100,000,000 3 Laporan  Rp        9,300,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 100  Rp       650,000,000  Rp       650,000,000  Rp       650,000,000  Rp      1,950,000,000 

1.02.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

8 unit 8 Unit  Rp         150,000,000 8 Unit  Rp         150,000,000 8 Unit  Rp         150,000,000 24 Unit  Rp           450,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit 1 Unit  Rp         500,000,000 1 Unit  Rp         500,000,000 1 Unit  Rp         500,000,000 3 Unit  Rp        1,500,000,000 Sekretariat Nanga Bulik

1.02.01.2.10 Peningkatan 
Pelayanan BLUD

Persentase peningkatan 
pelayanan BLUD 100  Rp    7,043,275,763  Rp    7,043,275,763  Rp    7,043,275,763  Rp    21,129,827,289 

1.02.01.2.10.0001
Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 
BLUD

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan

11 unit kerja 11 Unit Kerja  Rp      7,043,275,763 11 Unit Kerja  Rp      7,043,275,763 11 Unit Kerja  Rp      7,043,275,763 11 Unit Kerja  Rp      21,129,827,289 BLUD Puskesmas Nanga Bulik

1.02.02

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat yang 
berkualitas

80  Rp  45,766,040,985  Rp  46,108,723,594  Rp  46,452,605,591  Rp  138,327,370,170 

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Penyediaan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

80  Rp  20,858,293,025  Rp  21,200,975,634  Rp  21,544,857,631  Rp    63,604,126,290 

1.02.02.2.01.0006
Pengembangan 
Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang 
Ditingkatkan Sarana, 
Prasarana, Alat Kesehatan 
dan SDM agar Sesuai
Standar

11 unit 11 Unit  Rp    19,508,293,025 11 Unit  Rp    19,850,975,634 11 Unit  Rp    20,194,857,631 11 Unit  Rp      59,554,126,290 
Perencanaan dan 

Keuangan
Nanga Bulik

1.02.02.2.01.0014

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Jumlah Alat  Kesehatan/Alat  
Penunjang  Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan

1 unit 1 Unit  Rp         500,000,000 1 Unit  Rp         500,000,000 1 Unit  Rp         500,000,000 3 Unit  Rp        1,500,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.01.0023

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis Pakai, 
Bahan
Medis Habis Pakai,, 
Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan

Jumlah Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas
Kesehatan yang disediakan

1 paket 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp           750,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.01.0024

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
Melalui Pendekatan 
Keluarga

Jumlah  Keluarga  yang  
Sudah  Dikunjungi  dan 
Diintervensi Masalah 
Kesehatannya oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas

17.152 
Keluarga

    17,152  Keluarga  Rp         350,000,000     17,152  Keluarga  Rp         350,000,000    17,152  Keluarga  Rp         350,000,000      51,456  Keluarga  Rp        1,050,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

100 100 100 100

100 100 100100

85 90 95

85 90 95

95

95

100 100100 100



1.02.02.2.01.0026

Distribusi Alat 
Kesehatan, Obat, 
Vaksin, Bahan Medis 
Habis Pakai (BMHP), 
Makanan dan 
Minuman ke 
Puskesmas serta  
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

Jumlah Distribusi Alat 
Kesehatan, Obat, Vaksin, 
Bahan Medis Habis Pakai 
(BMHP), Makanan dan 
Minuman yang 
Didistribusikan ke 
Puskesmas serta Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

1 paket 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp         250,000,000 11 Paket  Rp           750,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.02

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Rujukan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Penyediaan 
Layanan Kesehatan untuk 
UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

80  Rp  24,907,747,960  Rp  24,907,747,960  Rp  24,907,747,960  Rp    74,723,243,880 

1.02.02.2.0001
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

1.399 orang       1,414  Orang  Rp         400,000,000       1,414  Orang  Rp         400,000,000      1,414  Orang  Rp         400,000,000        4,242  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0002
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar

1.210 orang       1,350  Orang  Rp         400,000,000       1,350  Orang  Rp         400,000,000      1,350  Orang  Rp         400,000,000        4,050  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0003
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar

1.215 orang       1,219  Orang  Rp         400,000,000       1,219  Orang  Rp         400,000,000      1,219  Orang  Rp         400,000,000        3,657  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0004
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita

Jumlah   Balita   yang   
Mendapatkan   Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

3.593 orang       6,488  Orang  Rp         400,000,000       6,488  Orang  Rp         400,000,000      6,488  Orang  Rp         400,000,000      19,464  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0005
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar

4.845 orang       7,846  Orang  Rp         400,000,000       7,846  Orang  Rp         400,000,000      7,846  Orang  Rp         400,000,000      23,538  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0006
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif

Jumlah Penduduk Usia 
Produktif yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar

19.125 orang     60,823  Orang  Rp         400,000,000     60,823  Orang  Rp         400,000,000    60,823  Orang  Rp         400,000,000    182,469  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0007
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Lanjut

Jumlah Penduduk Usia 
Lanjut yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar

6.851 orang       5,718  Orang  Rp         400,000,000       5,718  Orang  Rp         400,000,000      5,718  Orang  Rp         400,000,000      17,154  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0008
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi

Jumlah Penderita Hipertensi 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar

6.405 orang     11,915  Orang  Rp         400,000,000     11,915  Orang  Rp         400,000,000    11,915  Orang  Rp         400,000,000      35,745  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0009
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus

Jumlah Penderita Diabetes 
Melitus yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar

1.454 orang       8,227  Orang  Rp         400,000,000       8,227  Orang  Rp         400,000,000      8,227  Orang  Rp         400,000,000      24,681  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0010

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Gangguan Jiwa 
Berat

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat Sesuai 
Standar

95 orang          147  Orang  Rp         400,000,000          147  Orang  Rp         400,000,000         147  Orang  Rp         400,000,000           441  Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0011
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang 
Terduga Tuberkulosis

Jumlah  Orang  Terduga  
Menderita  Tuberkulosis yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar

189 orang 1663 Orang  Rp         400,000,000 1663 Orang  Rp         400,000,000 1663 Orang  Rp         400,000,000 4989 Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0012

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan
Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah   Orang   Terduga   
Menderita   HIV   yang
Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar

768 orang 1926 Orang  Rp         400,000,000 1926 Orang  Rp         400,000,000 1926 Orang  Rp         400,000,000 5778 Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0014

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk Terdampak 
Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana 
dan/atau Berpotensi 
Bencana

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
Terdampak Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana Sesuai 
Standar

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         250,000,000 1 Dokumen  Rp         250,000,000 1 Dokumen  Rp         250,000,000 3 Dokumen  Rp           750,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0015
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat

JumlahDokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         300,000,000 1 Dokumen  Rp         300,000,000 1 Dokumen  Rp         300,000,000 3 Dokumen  Rp           900,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0017
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 3 Dokumen  Rp        1,200,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

85 90 95 95



1.02.02.2.0018
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Pelayanan
Promosi Kesehatan

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 3 Dokumen  Rp        1,050,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.02.2.0020
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Surveilans
Kesehatan

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         200,000,000 1 Dokumen  Rp         200,000,000 1 Dokumen  Rp         200,000,000 3 Dokumen  Rp           600,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0025
Pelayanan   Kesehatan   
Penyakit   Menular   
dan Tidak Menular

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pelayanan  Kesehatan 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 3 Dokumen  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian 

Penyakit
Nanga Bulik

1.02.02.2.0026
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Jaminan
Kesehatan Masyarakat

1 dokumen 1 Dokumen  Rp      8,661,558,880 1 Dokumen  Rp      8,661,558,880 1 Dokumen  Rp      8,661,558,880 3 Dokumen  Rp      25,984,676,640 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0033
Operasional Pelayanan 
Puskesmas

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas

1 dokumen 1 Dokumen  Rp      8,346,189,080 1 Dokumen  Rp      8,346,189,080 1 Dokumen  Rp      8,346,189,080 3 Dokumen  Rp      25,038,567,240 BOK Puskesmas Nanga Bulik

1.02.02.2.0034
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 1 Dokumen  Rp         400,000,000 3 Dokumen  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0035

Pelaksanaan  
Akreditasi  Fasilitas  
Kesehatan  di
Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
yang Terakreditasi di
Kabupaten/Kota

11 unit 11 Unit  Rp         400,000,000 11 Unit  Rp         400,000,000 11 Unit  Rp         400,000,000 11 Unit  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0038

Penyediaan dan 
Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu 
(SPGDT)

Jumlah Public Safety Center 
(PSC 119) Tersediaan, 
Terkelolaan dan Terintegrasi 
Dengan Rumah Sakit Dalam 
Satu Sistem Penanganan 
Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT)

1 unit 1 Unit  Rp         400,000,000 1 Unit  Rp         400,000,000 1 Unit  Rp         400,000,000 3 Unit  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0040
Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang 
dengan Tuberkulosis

Jumlah orang dengan 
Tuberkulosis yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

308 orang 308 Orang  Rp         400,000,000 308 Orang  Rp         400,000,000 308 Orang  Rp         400,000,000 924 Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0041
Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang 
dengan HIV (ODHIV)

Jumlah orang dengan HIV 
(ODHIV) yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar

25 orang 25 Orang  Rp         400,000,000 25 Orang  Rp         400,000,000 25 Orang  Rp         400,000,000 75 Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.02.2.0042
Pengelolaan pelayanan 
kesehatan Malaria

Jumlah orang yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan malaria

987 orang 987 Orang  Rp         400,000,000 987 Orang  Rp         400,000,000 987 Orang  Rp         400,000,000 2961 Orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.03

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN

Persentase Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Kesehatan yang berkualitas

90  Rp       400,000,000  Rp       400,000,000  Rp       400,000,000  Rp      1,200,000,000 

1.02.03.2.03

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Pengembangan 
Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

90  Rp       400,000,000  Rp       400,000,000  Rp       400,000,000  Rp      1,200,000,000 

1.02.03.2.03.0001

Pengembangan Mutu 
dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya  
Manusia  Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya

10 orang 15 orang  Rp         400,000,000 15 orang  Rp         400,000,000 15 orang  Rp         400,000,000 45 orang  Rp        1,200,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.04

PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN

Persentase Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan 
dan Makanan Minuman 
yang berkualitas

96  Rp       800,000,000  Rp       800,000,000  Rp       800,000,000  Rp      2,400,000,000 

1.02.04.2.01

Pemberian Izin 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan 
dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat 
Tradisional (UMOT)

Persentase Pemberian Izin 
Apotek, Toko Obat, Toko 
Alat Kesehatan dan 
Optikal, Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT)

96  Rp       300,000,000  Rp       300,000,000  Rp       300,000,000  Rp        900,000,000 

92

92
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1.02.04.2.01.0001

Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan,   dan   Optikal,   
Usaha   Mikro   Obat
Tradisional (UMOT)

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         300,000,000 1 Dokumen  Rp         300,000,000 1 Dokumen  Rp         300,000,000 3 Dokumen  Rp           900,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.04.2.03

Penerbitan Sertifikat 
Produksi Pangan 
Industri Rumah 
Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk 
Produk Makanan 
Minuman Tertentu  
yang  Dapat  
Diproduksi  oleh  
Industri
Rumah Tangga

Persentase Penerbitan 
Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk Produk 
Makanan Minuman 
Tertentu  yang  Dapat  
Diproduksi  oleh  Industri
Rumah Tangga

96  Rp       200,000,000  Rp       200,000,000  Rp       200,000,000  Rp        600,000,000 

1.02.04.2.03.0001

Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan 
Industri Rumah 
Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk 
Produk Makanan 
Minuman Tertentu 
yang Dapat Diproduksi 
oleh Industri Rumah 
Tangga

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, 
untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu yang 
Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         200,000,000 1 Dokumen  Rp         200,000,000 1 Dokumen  Rp         200,000,000 3 Dokumen  Rp           600,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.04.2.06

Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Post 
Market pada Produksi 
dan Produk Makanan 
Minuman Industri 
Rumah
Tangga

Persentase Pemeriksaan 
dan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Post Market 
pada Produksi dan Produk   
Makanan   Minuman   
Industri   Rumah
Tangga

96  Rp       300,000,000  Rp       300,000,000  Rp       300,000,000  Rp        900,000,000 

1.02.04.2.06.01

Pemeriksaan Post 
Market pada Produk 
Makanan- Minuman 
Industri Rumah 
Tangga yang Beredar 
dan Pengawasan serta  
Tindak  Lanjut 
Pengawasan

Jumlah Produk dan Sarana 
Produksi Makanan- 
Minuman Industri Rumah 
Tangga Beredar yang 
Dilakukan Pemeriksaan Post 
Market dalam rangka Tindak 
Lanjut Pengawasan

0 unit 22 unit  Rp         300,000,000 22 unit  Rp         300,000,000 22 unit  Rp         300,000,000 66 unit  Rp           900,000,000 
Bidang Pelayanan 
dan Sumber Daya 

Kesehatan
Nanga Bulik

1.02.05

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG KESEHATAN

Persentase Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan yang berkualitas

90  Rp       700,000,000  Rp       700,000,000  Rp       700,000,000  Rp      2,100,000,000 

1.02.05.2.01

Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan Peran 
serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Advokasi, 
Pemberdayaan, Kemitraan, 
Peningkatan Peran serta 
Masyarakat dan Lintas 
Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

90  Rp       350,000,000  Rp       350,000,000  Rp       350,000,000  Rp      1,050,000,000 

1.02.05.2.01.0001

Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan 
dan Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 3 Dokumen  Rp        1,050,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

1.02.05.2.02

Pelaksanaan Sehat 
dalam rangka 
Promotif Preventif 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Pelaksanaan 
Sehat dalam rangka 
Promotif Preventif Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

90  Rp       350,000,000  Rp       350,000,000  Rp       350,000,000  Rp      1,050,000,000 

1.02.05.2.02.0001

Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan dan 
Gerakan Hidup Bersih 
dan Sehat

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Promosi  
Kesehatan dan Gerakan 
Hidup Bersih dan Sehat

1 dokumen 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 1 Dokumen  Rp         350,000,000 3 Dokumen  Rp        1,050,000,000 
Bidang Kesehatan 

Masyarakat
Nanga Bulik

 Rp  97,909,316,748  Rp  98,251,999,357  Rp  98,595,881,354  Rp  294,757,197,459 
 Rp  97,909,316,748  Rp  98,251,999,357  Rp  98,595,881,354  Rp  294,757,197,459 
 Rp                        -  Rp                        -  Rp                        -  Rp                          - 

92

92

Jumlah
Pagu Proyeksi
Kurang/Lebih

96.05

96.05

92 96 96

96.10 96.15 96.15

96.10 95.15 95.15

94

94 96 96

94 96 96
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 

berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang 

tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau untuk tiga tahun ke 

depan. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang 

pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang 

mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD 

Kabupaten Lamandau 2024-2026. 

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan 

ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan 

fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal RPD 

Target Kinerja Kondisi 

Kinerja 

pada akhir 

RPD 

2024 2025 2026 

1 
Angka Harapan 

Hidup 
73,31 73,41 73,51 73,61 73,61 

 

 

 



7.2  Indlhator Hineda Kuncl (IKK|

Indikator KineH.a Kunci (IKK) adalah indikator kelja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintchan, Penetapan Indikator RInelja Kunci (IKK) Dinas
Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tat.el 7. 2 [ndikator Klneda Kunci (IHK)

No I     .   .I. I,..,

KondislI,||al.PadaAwal,.,,-

2o::r

getK, •,,,.
KondI,....,.i,.IPeriode

1 TexpenuhinyaStandarPelayanan
Pelayanan 59,06% 100 100 loo 100Minimal (SPM)Bidang:Kesehatan Kesehatan Balita

2

TerpenuhinyaStandarPelayananMinimal(SPM)BidangKesehatan
Persentase warganegarausia60tahunkeatasmendapatkanskrinin8kesehatansesuaistandar

75,93% loo loo loo 100

3 Terpenuhinya Pelayanan
60,09% loo loo loo looStandar Pelayanan Kesehatan pada

Minimal (SPM) Usia Pendidikan
Bidang Kesehatan Dasar

4 Menin8kathya Rasio daya
1,10 1'80 1'74 1,68 I,68Kualitas Tata Kelola tampung RS

Rumah Sakit terhadap Jumlah
Ruiukan Penduduk

5 MeringkatnyaEfektivitasdanCrfupanPengawasan

Pelayanan
94,02 loo 100 loo 100

Perizinan Berusaha Kesehatan
Pedagang Besar Penderita
Famasi (PBF)CabangdanUschaKecilObatTradisionalruKOT). Hipertensi

6 Terpenuhinya Pelayanan
CJfl  ,SR;®/o 100 100 loo looStandar Pelavanan Kesehatan
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Minimal (SPM) Penderita
Bidang Kesehatan Diabetes Melitus

7 TeapenuhinyaStandarPelayananMiinal(SPM)BidangKesehatan PelayananKesehatanOrangDen8anGangguanJiwa(ODGJIBerat

73'31% loo 100 loo loo

8 TerpenuhinyaStandarPelayananMinimal(SPM)Bidan£Kesehatan PelayananKesehatanlbuHamil
97'38% loo loo loo 100

9 TerpenuhinyaStandarPelayananMirinal(SPM)BidangKesehatan Pelayanankesehatanibumelahirkan
88,81% loo loo 100 loo

10 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan PrevalensiStunting(PendekdanSangatPendek)PadaBalita(oersen)

0 12,47 10,26 8,05 8,05

11 Texpenthya Pelayanan
79,ffRP/o loo 100 loo looStandar Pelayanan Kesehatan Orang

Minimal (SPM) Terduga
Bidang Kesehatan Tuberkulosis

12

Terpenuhinya

PelayananKesehatanOrangdenganRisikoTerinfeksivirus

56,62% 100 loo loo looStandar Pelayanan yang
Minimal (SPM) melema±
Bidang Kesehatan daya tahan tubuhmanusia(HumanImmunodeficieneyVirus)

13 Meningkatnya Penurunan
2,30 2'25 2,20 2,15 2,15

Akses dan Mutu jumlch kematian
Pelayanan ibu (AKI) per
Kesehatan tahun

14 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan PersentasePuskesmasdengan9jenistenagakesehatansesualstandar

9 9,01 9,02 9,03 9,03

15 Menin8katnya Jundah
80 83 85 87 87Akses dan Mutu Puskesmas

Pelayanan melcksanckan
Kesehatan lavanan Upava
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Berhenti Merokok(UBMl

16 Menin8katnyaEfektivitasdanCakupanPengawasanPerizinanBerusahaPedagangBesarFarmasi(PBF)CabangdanUsahaKecilObatTradisionalruKor).

PersentaseSaranaProduksiUMOT
50 66,66 83,33 loo 100

17 TerpenuhinyaStandarPelayananMininal(SPM)BidangKesehatan PelayananKesehatanpadaUsiaProduktif
34,19% 100 loo 100 loo

18 TexpenuhinyaStandarPelayananMinimal(SPM)BidangKesehatan PelayananKesehatanpadaUsiaLansia
76 loo 100 100 100

19 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan JundchPenurunanKema.tianlbu
2,30 2,25 2,20 2,15 2,15

20 Menin8katnyaAksesdanMutu
Persentase F`RTP

100 100 loo loo 100PelayananKesehatan terakreditasi

21
Menin9katnya

Jundahruckesmasyang

91'89 91,91 91,93 91,95 91,95
Akses dan Mutu dibangun di
Pelayanan Kecanatan yang
Kesehatan belum memilikipuskesmas

22
Menin8katnya

Persentase OrangdenganHIV

95 100 100 100 looAkses dan Mutu (ODHIV) baru
Pelayanan ditemukan yang
Kesehatan memulaloengobatanARV

23 MeningkatnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan CarfupanPenemuandanPengobatanTBC(TreatmentCoverafe)

90 90 90 90 90

24 Menin8katnya Iinnual Parasite 0 0 0 0 0Akses dan Mutu Incidence (APIl <
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Pelayanan 1/ 1000
Kesehatan Denduduk

25 TerpenuhinyaStandarPelayananMininal(SPM)BidangKesehatan PelayananKesehatanBa.yiBaruLahir
93,03% loo loo loo loo

26 MeningkatnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan Persentasepersalinandifasilitaspelayanankesehatan

96 loo 100 100 loo

27 Menin8katnya Persentase

82 90 92 95 95

Efektivitas dan Fasilitas
Cafupan Pelayanan
Pengawasan Kefarmasian
Perizinan Berusaha (Apotek dan Toko
Pedagang Besar Obat) yang
Famasi (PBF) Memenuhi
Cabang dan Uscha Standar dan
Kecil Obat Pereyaratan
Tradisional `UKort. Perizinan

28 MeningkatnyaKualitasTataKelolaRunahSahitFinjukan PersentaseFhamahSakitRujukanThgkatkabupaten/kotavansterakreditasi

100 loo loo loo 100

29 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan Persentase BayiUsia0-1IBulanyangmendapatrmunisasidasarlenckap

94 loo 100 100 100

30 MeningkatnyaAksesdanMutu
Persentase 88,78 89,55 89'93 90 90PelayananKesehatan posyandu aktif

31 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan PrevalensiWasting(KurusDanSangatKurus)PadaBafita(Persen)

7,3 7,2 7'1 6,5 6,5

32 MeningkatnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan Persentasepuskesmasdenganketersediaanobatesensial

loo loo loo 100 loo

33 Menin8katnya Presentase
100 loo loo loo looKualitas Tata Kelola Rumah Sakit
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Finah Sakit Rujtha
Ruiukan Terakreditasi

34 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan PersentaseTatananyangmenerapkanKawasanTanpaRokok(KTRt

80 83 85 87 87

35 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan PersentaseCapalan8AksiKonvergensiPenurunanStunting

100 loo loo loo loo

36 Menin8katnyaAksesdanMutuPelayananKesehatan Penurunanjumlchkematianibu
2,30 2,25 2,20 2'15 2'15

37 MeningkathyaKualitasTataKelolaRunahSahitRut- Presentase rumahsahityangterakeditasi
loo 100 100 loo loo
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BAD unPE-
Rencana   StrateSs   (Renstra)   Perangkat   Daerah   Kabupaten

Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan
dokumen perencanaali yang memaparkan tujuan,  sasaran,  strategi,
kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaari indikatif.

Rencana Strateris Dinas Kesehatan ini diharapkan bermanfaat
delam  menguatkan  peran  berbagal  pemangku  kepentingan  dalam
pelaksanaan rencana kinelja,  serta §ebagai tolok ukur keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.
0leh   karena   itu,   dalam   pelaksanaan   Rencana   Strategis   Dinas
Kesehatan Kabupaten Lanandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari
adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan
tugas  pokok  dan  fungsi  serta  wewenang  yang  menjadi  tanggung
jawabnya.

Dengan  dirumuskarmya  Rencana   Strategis   (Renstra)   Dinas
Kesehatan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman
dan  acuan  yang  dapat  memfasilitasi  dalam  mengimplementasikan
berbagai kebijakan strateris di lin8kungan Dinas Kesehatan sehingga
manipu    mengakomodir    kepentingan    dan    pelayanan    terhadap
masyarakat,  Perangkat  Daerah  yang  lain,  dan  juga  memberikan
konstribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Lanandau.

KABUPATEN LAMANDAU
aJ3ulik'
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